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Safan satu ~ menjaai numusia aaafali ~'"'yang~ tanamlmi tfi tfafani diri ~ 

'J(earifan merup~n £,agian dari SB/Jafa sesuatu yafl/} 6ersifat afuufi 

( Jennifer James) 

9,tere~ ya7&/J s~es at£afaJi men~ yano sefatii naem6eri, menwentut dan. mengontro[ 'l}mr.ya 

serufiri, ~ n,myisa~Jm umpat un.tu{niengliampi_,an ,uf.a:riya ~6'nmtUff{Ja.n atas ~sempatan., 

a.tau atas segafa plt'U6alian nasi6. 

( 1'fapofeon 1{'J[) 

'l(p6erariian i6af't1.t otot; lita mempetluatnya tfengati menmJerallann:,a. 

( <J(_utk <;;onlon) 

'Eatu:ation. is an ornament in. prosperity a7Uf a refuoe in atfwmty 

Success newr comu to tlie ifufofence 

<Bersiap-siapfaft untui.,mengfuufapi peru6alian dim /ia[ Yttn(J t;altertfuoa 

Slripsi ini i,,upersemba~ uatu{: 

Jlya/i dim I6u, 9,t6a/i dim 'De, serta saudar~u yang tersayang .... 

Senwga}llfah.SWI' sefa{a ~ tfa"' ~n ~tid&agiaan 

tfuma dan a~rat i.,epatla ~Cuarga lita. Jl_min ... 
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Segala Puji Syukrn A!harndu!illah Kehadirnt Allah SWT kare11a atas berkat 

dan rahmat-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu. Dengan Judul 

"P'E .. 1\«('A'MIYE.<J(:{:4:N (qI..1ZUI:Nq) S<E<i3_:4q)H S:4L.)4 .. 1f 5_:4TU V<J>)t't:4 V)IL)f:M 

PE:NJf,(jIJ(:4:N <f'...:4.1:41(" 
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dan dorongan dari Ayah dan Ibu serta Mbah dan De yang tercinta yang telah 

merawat, mendidik, serta membesarkan saya dengan penuh kasih saying tulus ikhlas 

hingga saya menjadi seperti sekarang ini. 

Suatu anugerah dari Allah SWT yang memberikan kesempatan kepada saya 

untuk rnenyarnpaikan ucapan terima kasih kepada: 

1. Bapak H. Soehirman Djamal, S.H., M.S., selaku Dosen Pembimbing terima 

kasih atas waktu, kesabaran, nasehat dan ilmu yang diberikan selama ini. 

2. Bapak Surnardji, S.H., M.Hum .. ; Ibu Rr Herini Siti Aisya.h, S.H , M.H.; Ibu 

Dr. Hj. Sarwirini S.H., M.S., selaku dosen penguji. 

3. Para Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang te!ah 

memberi.kan ilmunya selama saya menimba ilmu. 

4. Para pegawai di Fakultas Hukum dan Perpustakaan Universitas Airlangga. 

5 Keti.ga adikku "Wawan" ( Banggakan Ayah dan Ibu ), "Vivi" ( Belajar yang 
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6. Mbak Uum sekeluarga makasih buat dukungannya '"Azar" dan '"Ela-elo" serta 

si mungil "Bidanun". (always be my nanmm ©). Semua saudara sepupukt1 

specia\iy •• Dewi "thanks bua1 supportny,i. 

7. Teman Karibku selama Di Fakultas Hukum : Peny (makasih banget buat 

semuanya, smoga tetap langgeng dengan Mas Ezit), Dini ndut (wah kamu 

udah wisuda duluan, jadi ga seru tapi syukur yang lain bisa bareng-bareng), 

Fenty ( kaulah jagoanku, tetap awet ma Andi ) , Hennin dan Ata ( tetap 

sepaket, sukses buat bisnis kuenya, cepet kerjakan skripsi ya), Erni ( makasih 

banyak buat semuanya terutarna pempek palembangnya), Mitun ( Thank u so 

much ya, moga tetap awet ma Mas Re), Neni (Thank u so much, moga tetap 

langgeng mas Mas Daties), Yuani ( makasih udah meramaikan hari-hari kita 

di kampus). U're my inspiration guys!©thanks 4 persahabatan yang indah ini. 

8. " Rani " sobatku yang selalu tertawa dan tersenyum sepanjang hari, thanks 4 

all, u're d best. Koga kenal kamu dari dulu-dulu ya ... © 

9. Mbak Nana makasih buanyak atas pinjaman buku-bukunya dan info-infonya. 

10. Buat anak-anak "Kandang" makasih buat supportnya, Doan thanks dah mau 

jadi target di katakan cinta©. 

11. Dyah, Yayah, Dini keci1, dan. Susy, keep rese' gals ... buat Yus, Tiara, dan 

Catur teman seperjuangan makasih dah nemenin bimbingan selama ini cepet 

selesaikan skripsimu ya ... Guys thx ya 4 d friendship. 

12. Mas Jo makasih banyak buat semua bantuan dan dukungannya... semoga 

selalu sabar, tidak seharnsnya pergi unttLl<. lari tapi karena mengerti©. 
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srnoga sefalu belah di rum;:ih mbah 

15. Suci temen terdekatku (selalu berusaha dari berdoa), dokter Mels (malrnsih 

buat semua-muanya) thx 4 d friendship and hope our friendship will last 4eva. 

Gadis (smoga berbahagia selalu dengan Pak Beny bersama anak-anak kalian). 

16. Rudi temendekatku ( makasih buat dukungannya, kamu selalu ada buat aku, u 

can count on me 21 ©), Hiba Mak Tun ( makasih buat dukungan, dan crita­

critanya ), Tisna (makasih buat advicenya). Keep in touch\\ 

17. "Monmon" thx 4 d sweet caress, all d support, n lesson I've learn. (always be 
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18. Tiger, Lilo, Bone, L 366 AH, Mio, Hp, dan Axioo ... can't live without them. 

19. Buat Aa' makasih buat semua yang pernah kita lalui©. 

20. Teman-teman Fakultas Hukum Unair Angkatan 2001 yang tidak dapat saya 

sebutkan satu persatu. 

Saya menyadari skripsi ini masih banyak kekurangan oleh karena itu butuh 

saran dan kritik yang membangun tmtuk kesempurnaan skripsi ini. Besar harapan 

saya agar pembaca berkenan memberikan saran dan kritiknya. 

Surabaya, Agustus 2005 

Wulandari Saputri 

Vl 
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BABI 

PENDAHULUAN 

L l. La tar Belakang dan Rumusan Masalah 

Pembangunan nasional di segala aspek kehidupan Bangsa Indonesia yang 

dilaksanakan selama ini bertujuan untuk me\:vujudkan suatu masyarakat yang adil 

makmur dan merata berdasarkan Pancas1la dan lJUD l 945. Pembangunan nasional 

secara berkesinambungan dapat dilaksanakan dalam wadah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat 

dalam perikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib, dan dinamis di lingkungan 

pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai. 

Tujuan yang hendak dicapai tersebut memerlukan biaya besar yang hams 

digali terntama dari sumber dalam negeri antara lain melalui penerimaan pajak 

sebagai sumber utama pembiayaan negara. Peran serta m.asyarakat da!am memenuhi 

kewajiban perpajakan sebagai kewajiba11 sebagai warga negara dengan menjadikan 

pajak sebagai sarana yang efektifbagi sumber dana pembangunan. 

Ketentuan mengenai pajak untuk keperluan negara diatur dalam pasal 23 A 

UUD 1945 • ·" Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan 

negara diatur dengan undang-undang." 
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Hal tersebut memberikan kepastian hukum untuk mewujud..kan keadihu1, baik bagi 

negara 1naupun warganya, dan karena itulah maka setiap jenis pajak yang diptmgut 

Definisi pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang­

undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontra 

prestasi) yang \angsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membayar 

pengeluaran umum. 1 Dapat dipaksakan dalam ha1 ini berarti bahwa bila hutang p~jak 

tidak dibayar, hutang itu dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan, seperti surat 

paksa, penyitaan, dan jnga penyanderaan. Sedangkan terhadap pembayaran tidak 

dapat ditunjukkanjasa timba\ balik tertentu seperti halnya dengan retribusi. 

Ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak antara lain : 

1 . Pajak yang dipungut berdasarkan dengan kekerasan undang-undang serta aturan 

pelaksanaannya. 

2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi 

individuil oleh pemerintah. 

3. Pajak dipungut oleh negara (baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah). 

4. Pajak dapat pula mempunyai tujuan yang tidak budgeter yaitu mengatur. 

5. Pajak dipernntukkan bagi pengeluaran pembayaran pernerintah yang bila dari 

pem..asu_kannya masih terdapat surplus dipergunakan untuk membiayai public 

investment. Hal ini berarti pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-

: Rochmat Soemitro. Asas dan Dasar Perpajakan 1, Refika Aditara, Bandung, 1998 
(selan_1umya dismgkat Rochma1 Soemitro I), h. 2 
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pengeluaran rntin negara dan apabila setelah itu rnasih ada sisa yang lazim disebut 

surplus, maka surplus ini dapat diguna_kan untuk investasi pemerintah. Surplus ini 

biasa disebut sebagai p11h!ic savin~ dan ini rnernpak: i sumber utaim1 untuk 

membiayai public investment.2 

Pihak-pihak yang mempunyai kewajiban untuk turut berperan serta 

menyumbang penerirnaan negara dari sektor pajak dikenal dengan sebutan wajib 

pajak Wajib pajak yang dimaksud adalah seperti yang tercantum dalam Undang­

undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpc.liakan 

pasal 1 angka 1 : " Orang pribadi atau badan yang rnenurut ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kew~jiban perpajakan, 

tennasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu." 

Subyek pajak dalam hukum pajak di Indonesia adalah mereka ( orang atau 

badan) yang memenuhi syarat subyektif, yaitu syarat yang melekat pada orang atau 

badan sesuai dengan apa yang ditentukan oleh undang-undang.3 Sebagai contoh, 

mereka yang tinggal di Indonesia, berkedudukan di Indonesia, didirikan di Indonesia, 

berdomisili dan mempunyai keinginan menetap di Indonesia, dan sebagainya. Ini 

belmn mengarah ke obyek pajak, artinya mereka mempunyai potensi untuk dikenai 

pajak, tetapi belum tentu dikenai pajak. 

Sernentara itu wajib pajak adalah mereka (orang atau badan) yang selain 

memenuhi syarat subyektif, juga hams memenuhi syarat obyektif misa1nya memiliki 

2 Rochmat Sumitro, Pt{jak dan Pembangunan, PT Eresco, Bandung, 1982 (selanjutnya 
disebut Rochmat Soemitro I ), h.1 0. 
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4 

penghasilan atau memihki bumi atau bangunan yang memenuhi syarat untuk dikenai 

pajak dan sebagainya. Jadi wajib pajak itu tidak hanya potensial untuk dikenakan 

pa_jak. rneh,inbn !ebih ( iri iw jug:=i sudah dikenakon ke'>vajiban untuk membayar 

utang pajak. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa subyek pajak itu belum tentu 

menjadi wajib pajak bila tidak memenuhi syarat obyektif, sedangkan wajib pajak 

dengan sendirinya tennasuk subyek pajak. 

Jadi dalam hal ini pihak-pihak yang dapat disebut sebagai wajib pajak adalah : 

J. Wajib pajak pribadi 

2. Warga negara asing yang berada atau bertempat tinggal di lndonesia lebih dari 

183 hari dalamjangka wa..'ktu 12 bulan hingga meninggalkan indonesia. 

3. Wajib pajak badan sejak didirikan hingga bubar. 

Pengertian "badan" rnenurnt Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 pasal 1 

angka2: 

Sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang 
melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi perseroan 
terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, bada..11 usaha milik Negara atau 
Daerah dengan nama dan dalam bentuk apap1m, firma, kongsi, koperasi, dana 
pensiun, persekutuan, perk.--umpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial 
politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk. usaha tetap, dan bentuk 
badan lainnya. 

Ditinjau dari uraian diatas terlihat bahwa yang dimaksud dengan badan sebagai 

subyek pajak tidaklah semata yang bergerak dalam bidang usaha (komersial) namun 

juga yang bergerak dibidang sosial, kemasyarakatan dan sebagainya sepanjang 

pendiriannya dikukuhkan dengan akta pendirian oleh yang benvenang sehingga tidak 

:; Sri Pudyatmoko, Pengantar Hukum Pajak, Andi, Yogyakarta 2002. h.40. 
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5 

ada alasan bagi badan (khususnya organisasi) selain yang bergerak dibidang usaha 

untuk menyatakan bahwa mereka tidak tennasuk sebagai subyek pajak.4 

S1stem pe1mmgman pajak yang digunakan adaiah ,i"/1 ossessment yaitu 

dimana wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungk:an, 

membavar dan melaporkan sendiri pajaknya yang terhutang, wajib pajak dalam 

sistern ini diberi kepercayaan yang besar untuk menentukan apa yang menjadi 

objeknya, lalu menghitung sendiri berapa besar obyek pajak yang dikenakan dan 

kemudian melaporkannya kepada kantor pelayanan pajak. 

Sjstem se!f assessment ini mengandung hal penting yang diharapkan ada pada 

diri wajib pajak yaitu :5 

1. Kesadaran wajib pajak 

2. Ke3ujuran wajib pajak 

3. Hasrat dari wajib pajak untuk membayar pajak 

4. Disiplin wajib pajak terhadap pelakanaan peraturan perpajakan, sehingga pada 

waktunya wajib pajak dengan sendiri.'lya memenuhi kewajibannya yang 

dibebankan kepadanya oleh undang-undang seperti memasukkan Surat 

Pemberitahuan Tahunan ( SPT ) pada waktunya, membayar pajak pada waktunya, 

dan sebagainya tanpa hams diperingati untuk melakukan hal tersebut. 

~ Erly Suandy, Hukum Pajak, Salemba Empat, Yoh,yakarta, 2000, h.34. 

; Rochmat Soemitro, Asas dan Dasar Papajakan 2, Refik:a Aditara. Bandung, 1998 
( selanjutn.yB disingkat Rochmat Soemitro II), h. 14. 
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Melalui sistem se!f assesment ini diharapkan pelaksanaan administrasi pajak 

dapat dilaksananakan dengan lebih rapi, terkendali, sederhana dan mudah dipahami 

oleh anggota masyarakat ( ,vajib pajak) untuk mei _mjang ha1 terse but sistem sl!!f 

assessment hams dilengkapi dengan suatu mekanisme untuk menjamin tingkat 

kepatuhan yang baik.6 

Tingkat kepatuhan yang baik tersebut hanya dapat dimungkinkan dalam 

suasana keterbukaan, baik dari wajib pajak maupun dari aparat pajak. Keterbukaan 

wajib pajak dalam arti tertibnya pembukuan, adalah membuat pembukuan yang baik, 

benar sertajujur dimana w~jib p~jak dapat menetapkan dan mengalokasikan besarnya 

pajak dengan tepat. Melalui sistem ini, wajib pajak mempunyai peranan penting 

dalam menunjang pembangunan, dimana keadaan ini hanya dapat dicapai bila 

masyarakat (wajib pajak) mengerti benar mengenai tata cara perpajakan di Indonesia. 

Dalam sistem ini digunakan asas praduga tak bersalah, sepanjang tidak dijumpai data 

atau indikasi yang menunjukkan bahwa wajib pajak telah menyimpang dari ketentuan 

yang ada maka yang dilaporkan dianggap benar. 

Secara garis besar, pajak mempunyai 2 fungsi pokok yaitu : 7 

1 . Fungsi budgetair 

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran­

pengeluarannya. 

'' Agus Nugroho, Mo1ivasi Alterna1i{dan PtJrsepsi Jemang Se(/Assessmem, Berita Pajak 
No.1286.l November 1994, h.43. 

Mardiasmo, Pe1pajakan. Andi Y ogyakarta. Y ogyakarta, 2002.h. 2. 
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2. Fungsi regulerencl 

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah 

dalam hidanl sosiai dan ekonomi. 

Fungsi pajak yang pertama adalah dalam sektor publik dimana pajak 

merupakan suatu alat atau suatu sumber untuk memasukkan uang sebanyak­

banyaknya ke dalam kas negara yang pada waktunya akan digunakan untuk 

membiayai pengeluaran-pengeluaran rntin negara. Pajak sebagai penerimaan rutin 

selain retribusi, bea dan cukai, dan lain-lain mernpakan sumber penerimaan terbesar 

dalam keuangan negara untuk membiayai pengeluaran rutin oleh negara. oleh karena 

itu pajak memegang peranan dalam keuangan negara lewat tabungan pemerintah 

untuk disalurkan ke sektor pembangunan. 

Fungsi yang kedua adalah mengatur, dimana pajak-pajak di dalam fungsi ini 

digunakan sebagai suatu alat untuk mene-apai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang 

keuangan. Dan fungsi mengatur banyak ditujukan pada sektor swasta. Fungsi 

mengatur dewasa ini sangat penting peranannya sebagai alat kebijaksanaan 

pemerintah (fiscal policy) dalam menyelenggarakan politiknya dalam segala bidang 

meliputi ekonomi, moneter, sosial kultural maupun dalam bidang politik. 

Ditinjau dari kedua fungsi pajak tersebut dapat terlihat bahwa pajak 

mempunya1 peranan yang besar sebagai surnber keuangan negara. Peran serta 

masyarakat sebagai wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak 

berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan. 
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Namun da\arn kenyataannya masih dijumpai adanya tunggakan utang pajak 

sebagai akibat tidak dilunasinya utang pajak sebagaimana mestinya. Persoalan ini 

~u<lah menjadi sifa1 mnum d,iri wajih pajak \lnTUk sedapat rnungkin menghir tar dari 

pengenaan pajak, atau setidak-tidaknya berusaha untuk dikenakan pajak sekecil­

kecilnya. Terhadap tunggakan utang pajak tersebut perlu dilakukm1 tindakan 

penagihan pajak yang mepunyai kekuatan hukum memaksa, agar masyarakat wajib 

pajak lebih termotivasi dan sadar akan kewajibannya sebagai wajib pajak. 

T erhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajaknya 

dilakuka.D upaya penagiban pajak berdasarkan pasal 18 Undang-undang Nomor 16 

Tahun 2000, diterbitkan berdasarkan pasal 9 ayat 3 Undang-undang Nomor 16 Tahun 

2000. Apabila setelah melewati batas waktu yang ditentukan, pananggung pajak 

belum membayar, maka akan dilaksanakan tindak penagihan, yaitu peneguran 

melalui surat teguran, dan apabila penanggung pajak belum mau melunasi utang 

pajaknya maka akan dikeluarkan Surat Paksa. Demikian pula setelah melewati batas 

waktu yang ditentukan pada Surat Paksa belum ada pelunasan mak.a dikeluarkanlah 

perintah penyitaan terhadap harta penanggung pajak yang dilanjutkan dengan lelang. 

Upaya terai<hir yang ditempuh oleh dirjen pajak adalah melakukan penyanderaan atas 

diri penanggung pajak yang bersangkutan apabila ia tidak melunasi utang piutangnya. 

Meskipun telah diatur secara tegas dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 

2000 tentang Ketentuan Urnum dan Tata Cara Perpajakan, terhadap tunggakan utang 

pajak tersebut perlu dilaksanakan tindakan penagihan pajak yang mempunyai 

kekuatan hukum memaksa. Ketentuan mengenai penagihan pajak dengan alat paksa 
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diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan 

Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahtm 

2000. 

Dalam memenuhi kebutuhan hukum dan pennasalahan ekonomi yang 

dihadapi negara saat ini yaitu dalam rangka pemulihan ekonomi bangsa Indonesia 

serta rnemberikan kepastian hukum dan keadilan guna mendorong peningkatan 

kesadaran dan kepatuhan masyarakat atau wajib pajak, terntama yang beritikad tidak 

baik, dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, adalah dengan menerapkan 

gizjeling atau penyanderaan. 

Penerapan penyanderaan pernah dilakukan di Indonesia sekitar talmn 1960-

an 8 namun pada saat itu terganjal dengan sila keempat Pancasila yaitu masalah 

kemanusiaan. Namun kini telah hidup kembali dengan lahirnya Peraturan Pemerintah 

No.5 Tahun 1998 tentang Tata Cara Penyanderaan dalam Rangka Penagihan Pajak 

dengan Surat Paksa dan Peraturan Mahkamah Agung Rl tanggal 30 Juni 2000, 

Nomor 1 Tahun 2000 tentang Lembaga Paksa Badan (untuk lingkungan peradilan). 

Hal ini dikarenakan penghapusan lembaga sandera yang diatur dalam Surat 

Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 1964 dan Surat Edaran Mahkamah Agung 

Nomor 4 tahun 1975 dipandang sudal1 tidak sesuai lagi dengan kondisi dalam 

8 Pada waktu itu ada beberapa hukum positifindonesia yang mengatur mengenai penyandera­
an yaitu : Penyanderaan dalam rangka utang piutang perdata diatur dalam ketentuan pasal 209 sampai 
dengan padal 223 Het Herzeine Jndonesisch Reglement (HIR). Penyanderaan dalam rangka utang 
kepada negara diatur dalam Undang-undang Nomor 49/Prp/l 960mengenai Panitia Urusan Piutang 
Negara (UU PUPN). Penyanderaan yang diatur dalam RUU susunan dan kedudukan DPR. 
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memenuhi kebutuhan hukum bangsa Indonesia sehingga kedua Surat Edaran 

Mahkamah Agung tersebut perlu dinyatakan tidak berlaku lagi. Untuk mengisi 

kekos, 1gan hukum tersehut mab diperluk,m ad;:inya peratur,m Mahkamah Agung 

yang mengatur pennasalahan lembaga penyanderaan. 

Sebagian praktisi hukum sama sekali tidak mempermasalahkan apabila 

gij:::eling diterjemahkan sebagai Paksa Badan atau penyanderaan. Substansinya adalah 

sama, perampasan kemerdekaan orang Perampasan kemerdekaan orang mempakan 

wajah lain pro-kontra terhadap penerapan kembali Paksa Badan. Ketua Komnas 

H..t\M Djoko Soegianto pernah mengungkapkan bahwa apapun dasarnya, Paksa 

Badan mengandung unsur perampasan kebebasan seseorang (dalam hal ini debitur). 

"Kebebasan seseorang yang HAM-nya dijamin oleh hukum," tegas Djoko.9 

Dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 36 Undang-undang Nomor 19 

Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000, yaitu menetapkan Peraturan 

Pemerintah tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik 

Penanggung Pajak dan Pemberian Ganti Rugi Dalam Rangka Penagihan Pajak 

dengan Surat Paksa. 

Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Keuangan dan Menteri 

Keha.l<.iman dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02.lJM.01 Tahun 2003 dan Nomor 

294/KMK.03/2003 tentang Tata Cara Penitipan Penanggung Pajak yang disandera di 

9 Fokus, Proporsiona/itas Lemba:~.a Paha Badan, 16 April 2001, internet : www.tempo.com 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENYANDERAAN (GIJZELING) SEBAGAI... WULANDARI SAPUTRI



1 i 

Rmnah Tahanan Negara dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, 

semakin rnemperkuat dasar pelaksanaan penyanderaan (gizjeling) terhadap wajib 

paj;:ik penungg,1k pajak yang non kooperatif 

Wajib pajak yang '"nakal" (padahal masih mampu) yang sengaJa tidak 

beritikad baik untuk menghindar dari kewajiban pajaknya akan dijaring dengan cara 

disandera dalam tahanan jika tidak mau memenuhi kewajibannya sebagai wajib 

pajak. 

Berdasarkan uraian tersebut diatas, secara rinci rumusan permasalahan dapat 

dijabarkan sebagai berikut : 

a. Dapatkah Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang tidak memenuhi 

kewajiban melunasi utang pajaknya dikenai upaya penyanderaan (gijzeling)? 

b. Apakah pelaksanaan penyanderaan (gijzeling) dalam penagihan pajak di 

Indonesia telah sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku ? 

1.2. Penjelasan Judul 

Judul dari skripsi ini adalah "Penyanderaan (Gijzellng) Sebagai Salah Satu 

Upaya Dalam Penagihan Pajak". Untuk menjelaskan apa yang menjadi pokok 

pembahasan dari penyusunan skripsi ini, maka penulis memberikan penjelasan judul 

sebagai berikut; dalam skripsi ini berkaitan erat dengan pengertian Penagihan Pajak 

dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat 

Paksa. Dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 menyebutkan : 
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Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi 
utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, 
melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, 
mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, 
rnenjua1 barang yang telah disit . 

Sedangkan pengertian penyanderaan dalam Undang-undang Norn.or 19 Tahun 2000 

yang diartikan dengan penyanderaan diatur dalam ketentuan pasal 1 angka 21 yang 

menyebutkan: "Penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan 

Penanggung Pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu." 

Dapat dijelaskan selanjutnya mengenai Penanggung Pajak dalam ketentuan 

pasal 1 angka 3 : 

Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas 
pembayaran pajak , termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi 
kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan pernndang-undangan 
perpajakan. 

Berdasarkan pengertian diatas mengandung arti bahwa g;zjeling atau 

penyanderaan mernpakan salah satu dari berbagai upaya yang dilakukan oleh Dirjen 

Pajak untuk menagih utang pajak dan biaya penagihan pajak. Apabila dengan 

dilakukan serangkaian tindakan penagihan pajak mulai dari menegur atau memberi 

peringatan kepada penanggung pajak sampai dengan dilakukannya penyitaan 

terhadap barang atau harta kekayaan milik penanggung pajak tidak mengakibatkan 

penanggung pajak melunasi utang pajaknya, maka dapat dilaksanakan penyanderaan. 

Hal ini mengingat bahwa pajak mempunyai sifat memaksa, maka secara yuridis yang 

akan menimbulkan akibat hukum bagi pelanggarnya. 
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1.3. Alasan Pemilihan Judul 

Pajak, yang merupakan sumber pendapatan negara yang utama yang berasal 

dan dalarn negeri 111empunya1 penman yang sangat penting bagi prose!-

pembangunan. Oleh karena itu, apabila terjadi tunggakan utang p~iak oleh 

penanggung pajak, maka akan menghambat proses/ mengurangi penerimaan negara 

dari sektor pajak dan juga mengakibatkan terga:nggunya proses pembangunan itu 

sendiri. Pemerintah melalui Dirjen Pajak bemsaha untuk mengamankan penerimaan 

negara tersebut melalui salah satu tindakan penagihan yaitu gizjeling a.tau 

penyanderaan. Alasan dilakukan penyanderaan adalah untuk memberi hukuman bagi 

wajib pajak yang "'nakal" (padahal rnasih marnpu) yang sengaja tidak beritikad baik 

untuk rnenghindar dari kewajiban pajaknya dengan tidak memenuhi kewajiban 

pajaknya. 

Penerapan gizjeling dinilai cukup efektif untuk rneningkatkan kepatuhan 

wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Hal ini dikarenakan adanya efek 

jera terhadap penanggung pajak yang berarti dia dapat dikenakan gizjeling dan 

menyebabkan kebebasannya dibatasi. Selain itu orang yang dipenjara akan 

mengalami kehilangan rasa aman ( loss of security, loss of otorosasi, loss (?{ 

heterosexual relationship, loss (?{ goods and services ). 10 

:,i Penyanderaan Dalam Rangka Penagihan Pajak, Hasil pembahasan makalah yang disam­
paikan pada seminar perpajakan sehari yang diselenggarakan oleh Forum Pajak di Hotel Ambhara, 
Jakarta, 6 Agustus 2003, internet: www.forumpaiak.com 
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Dengan demikian diharapkan dapat memperoleh gambaran yang je\as 

mengenai penerapan gizJ<!hng atau penyanderaan dalam rangka penagihan pajak. 

1.4. Tujuan Penulisan 

a. Mengetalmi tentang utang pajak. 

b. Mengetahui prosedur penyanderaan dalam penagihan pajak. 

1.5. Manfaat Penulisan 

a. Bagi penulis digunakan sebagai salah satu syarat untuk 

rnemperoleh gelar Sarjana Hukurn di Fakultas Hukurn Universitas 

Airlangga. 

b. Bagi Universitas Airlangga pad.a umumnya dan Fakultas Hukum 

pada khususnya dapat digunakan sebagai penambah 

perbendaharaan perpustakaan. 

c. Bagi dosen khususnya dosen pengajar dibidang hukurn pajakdapat 

digunakan sebagai bahan tarnbahan untuk materi perkuliahan. 

d. Bagi mahasiswa dapat digunakan sebagai bahan bacaan dan 

referensi guna keperluan penelitianjuga menambah pengetahuan. 

e. Bagi masyarakat pada umumnya sebagai penambah wawasan agar 

didapat gambaran yang jelas mengenai penyanderaan dalam 

rangka penagihan pajak di Indonesia. 
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1.6. Metode Penulisan 

a) Pendekatan Masalah 

[);;lam penelit .m skripsi ini menggunakan pcnclitian hukum normatif dengan 

pendekatan konseptual (Conceptual Approach) dan dan pernndang-undangan artinya 

segala pennasalahan ditelaah berdasarkan konsep teori dan peraturan-peraturan yang 

berlaku. 

b) Bahan Hukum 

Sehubungan dengan pembuatan skripsi ini, sumber bahan hukum yang dipakai 

ada 2 ( dua ) yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. 

a. Bahan huku1n primer merupakan bahan hukum yang berupa peraturan 

perundang-undangan. 

b. Bahan hukum sekunder mareupakan bahan hukum yang berasal dari hasil 

karya ilmiah para sarjana, makalah dan hasil-hasil penelitian, serta bahan 

kepustakaan lainnya berupa : buku-buku, surat kabar, majalah, dan artikel­

artikel di internet. 

c) Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum 

yaitu: 

Ada beberapa cara prosedur pengumpulan dan pengolahan bahan hukum, 

1. Melakukan studi kepustakaan, yakni membaca buku-buku literatur, 

hasil karya ilmiah, hasil-hasil penelitian, makalah dan surat kabar yang 

berkaitan dengan obyek pembahasan. 
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2. Mengidentifikasikan peraturan penmdang-undangan yang 

berhubungan dengan materi_ 

1. R;:ihan h11kum yang diperoleh kem11dian diklasifikasikan berdasa ,<an 

kategori tertentu dan disusun secara sistematis dan berurutan 

disesuaikan dengan pokok masalah yang akan dibahas dalam tiap-tiap 

bab nanti_ 

d) Analisa Baban Hukum 

Bahan hukum dianalisa dengan menggunakan penalaran hukum melalui 

interpretasi gramatikal dan sistematika yakni dengan menganalisa peraturan 

perundang-undangan sebagai hal yang umum, kemudian ditarik kesimpulan yang 

bersifat khusus. Setelah itu diuraikan secara kualitatif yaitu berdasarkan isi dari 

peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang 

diajukan, sehingga memperoleh suatu kesimpulan sebagai upaya pemecahan masalah. 

1.7. Pertanggungjawaban Sistematika 

Bab I berisi tentang pendahuluan, yang mengemukakan latar belakang dan 

rumusan masalah yang memberi gambaran lebih jelas dan dapat dimengerti, dan arah 

penyusunan skripsi ini sehingga memudahkan pembaca untuk memahami 

permasalahan yang akan dibahas dalam bab-bab selanjutnya, kemudian dijabarkan 

mengenai penjelasan judul, alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, manfaat 

penulisan, metodologi penulisan dan diakhiri dengan pertanggungjawaban 

sistematika. 
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Bab II merupakan awal pembahasan, pad.a bab ini akan dijelaskan tentang 

proses timbulnya utang pajak,hak mendahulu, penagihan pajak dengan penyanderaan, 

serta kriteria penanggung pajak. 

Bab III adalah analisa dari rumusan masalah yang kedua yaitu mengenai 

kesesuaian pelaksanaan gizjeling di Indonesia dengan peraturan Perundang-undangan 

yang berlaku. Dipaparkan bagaimana prosedur penagihan pajak dengan gizjeling 

yang seharusnya dikaitkan dengan asas dan dasar pelaksanaan gi~jeling agar tercapai 

kesatuan pemahaman demi tercapainya kepastian hukum, dilengkapi dengan contoh 

kasus dan akan dibahas pula mengenai hambatan dalam pelaksanaan gizjeling. 

Bab IV merupakan bagian akhir dari skripsi ini yang berisi kesimpulan dari 

pembahasan bab-bab sebelumnya serta saran yang diarahkan pada kesimpulan yang 

ada. 
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BABII 

l 1TANG PAJAK DAN l 1PA YA PENAGIHAN'.\YA 

2.1. Tirnbulnya Utang Pa_jak 

Berdasarkan prinsip atau asas yang tercantum dalam Undang-undang, hanya 

penguasa masyarakat I pemerintah yang berwenang memungut pajak ( pasal 23 A 

UlJD 1945 ). Orang swasta atau badan-badan swasta tidak dapat memungut pajak, 

kecuali apabila kepadanya diberi wewenang arau kewajiban untuk memungut pajak 

oleh undang-undang. Karena hak memungut pajak adalah hak publik dimana salah 

satu pihaknya adalah negara yang mempunyai kewenangan untuk memaksa dan hal 

ini tidak ada pada subjek swasta. Pula tidak semua penguasa publik berhak 

memungut pajak, yang berhak hanya instansi dan pejabat-pejabat tertentu yang 

ditunjuk oleh undang-undang. 11 

Bila ditinjau dari segi hukum, pajak merupakan sebuah perikatan. Lebih lanjut 

menurnt Rochmat Sumitro, uta.ng pajak adalah utang yang timbulnya secara klmsus 

karena negara (kreditur) terikat dan tidak dapat memilih secara bebas siapa yang akan 

dijadikan debitomya, seperti dalam hu.1..um perdata. Hal ini terjadi karena utang pajak 

lahir karena undang-undang. i 2 

11 Roch mat Soemitro II, 01> cit, h. 68. 

12 Ibid. h.2 
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Cara dan saat lahirnya utang pajak ada dua pendapat, yaitu ajaran materiil dan 

ajaran formil. Dalam ajaran materiil utang pajak timbul dengan sendirinya karena 

pada saat yang direntukan oleh undang-undang sekahgus dipenuh1 syar subyek dan 

syarat obyek. ''Dengan sendirinya" artinya bahwa untuk timbulnya utang pajak itu 

tidak diperllLl<an campur tarigan atau perbuatan dari pejabat Pajak, asal syarat-syarat 

yang ditentukan o1eh undang-undang telah dipenuhi. 13 Dengan kata lain timbulnya 

utang pajak adalah setelah ada sesuatu yang menyebabkan ( tatbestand ) yaitu 

rangkaian dari perbuatan-perbuatan, keadaan-keadaan, dan peristiwa-peristiwa yang 

dapat menimbulkan utang pajak itu, seperti: 14 

l. Perbuatan-perbuatan, seperti pengusaha yang mengimpor barang mewah atau 

melakukan penyerahan barang di daerah pabean dalam lingkungan 

perusahaan, dikenakan atau terutang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan 

Jasa dan Pajak Penjualan A.tas Barang Mewah. 

2. Keadaan-keadaan, seperti memiliki harta bergerak dan harta tak bergerak 

dikenakan atau terntang pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam Ur,dang­

undang Nomor 7 Tahun 1983, yang telah diubah dengan UU No. 17 Tahun 

2000. 

3. Peristiwa seperti meninggal pewaris. Sejak saat meninggal si pewaris, maka 

harta warisan yang belum terbagi merupakan subjek pajak penghasilan dan 

1
~ Ibid, h.3. 

14 Bohari, Pengan/ar Hu/mm Pajak, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2004, h.112. 
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dikenakan pajak. Jika warisan itu sudah dibagi-bagi kepada ahli wansnya 

maka tidak lagi terkena pajak. 

Sed,mgkan rncnurnr aj;:iran fo naL utang pajak rimhid karena Hndang-nndang 

pada saat dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak15 oleh Direktur Jenderal Pajak. Dalarn 

hal ini lahimya utang pajak menurut ajaran formal terjadi karena undang-undang 

sebagai akibat perbuatan manusia, yakni perbuatan dari aparatur pajak unruk 

mengelnarkan Surat Ketetapan Pajak ( SKP ). Jadi selama belurn ada Surat Ketetapan 

Pajak, maka belum ada utang pajak dan tidak akan dilakukan penagihan walaupun 

syarat subyek dan syarat obyek telah dipenuhi bersamaan. Dengan demikian berdasar 

ajaran formal lebih mudah bagi wajib pajak untuk mengetahui kapan ia mempunyai 

utang pajak, karena selama belum ada Surat Ketetapan Pajak, maka belum ada utang 

pajak yang harus mereka bayar. 16 

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 12, yang menegaskan setiap wajib pajak 

wajib membayar pajak yang terntang berdasarkan ketentuan peraturan perundang­

undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya Surat Ketetapan 

15 Pengertian Surat Ketetapan Pajak dalam ha! ini tidak sama persis dengan pengertian di 
dalam Undang-undang yang di dalamnya terkandung sanksi, melainkan di sini esensi dari Surat 
Ketetapan Pajak adalah campur tangan Pemerintah untuk menetapkan utang pajak, oleh karenanya 
dapat berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang. 

l
6 Sri Pudyatmoko,op cit, h.41. 
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Pajak. Jadi jelas yang dianut adalah ~jaran materiil. Surat Ketetapan Pajak hanya 

dikeluarkan dalam hal-hal tertentu saja, apabila : 17 

1 her<lasarkan has1\ perneriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak 

yang berutang kurang atau tidak dibayar ; 

b. Surat Pemberitahuan tidak disampaikan / disetor oleh wajib pajak dalam 

jangka waktu 3 (tiga ) bulan setelah tahun wajib pajak berakhir, dan setelah 

ditegur secara tertulis wajib pajak tetap tidak menghiraukan. 

c. Wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang dimaksud 

dalam Pasal 28 dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, yakni 

kewajiban bagi wajib pajak baik orang maupun badan yang melakukan usaha 

atau pekerjaan bebas di Indonesia untuk mengadakan pembukuan yang dapat 

dijadikan bahan dalam penghitungan pajak. Sedangkan dalam Pasal 29 

ditegaskan bahwa wajib pajak berkewajiban memperlihatkan pembukuan atau 

dokumen lainnya guna pemeriksaan oleh Direktur Jenderal Pajak sehubungan 

dengan penetapan / penentuan besamya jumlah pajak yang temtang. Dengan 

dernikian maka fungsi ketetapan pajak menurut undang-undang ini hanyalah 

merupakan dasar penagihan pajak. 

Surat Ketetapan Pajak hanya berfungsi sebagai surat keputusan yang menentukan 

besamya jumlah pajak yang terutang, jumlah pengurangan pembayaran pajak, jumlah 

kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan besarnya 

jumlah pajak yang masih harus dibayar. 

17 Bohari, op cit, h.113. 
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Pada pnns1pnya, tanpa menunggu adanya Surat Ketetapan Pajak, pajak 

terutang pada saat timbulnya objek pajak yang dapat dikenakan pajak. Saat 

,erutangnya pajak tersebut adalah : 18 

a. Pada suatu saat, untuk pajak penghasilan yang dipotong oleh pihak ketiga ; 

b. Pada akhir masa, untuk pajak penghasilan karyawan, yang dipotong oleh 

pemberi kerja, oleh pihak lain, atau kegiatan usaha, atau oleh pengusaha atas 

pemungutan pajak pertambahan nilai dan jasa dan pajak penjualan atas barang 

mewah; 

c. Pada akhir tahun pajak untuk pajak penghasilan. 

Penerbitan suatu Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar19 dalam hal Direktur 

Jenderal (Dirjen) Pajak memiliki data lain diluar data yang diberikan / disampaikan 

oleh wajib pajak sendiri, darimana dapat disimpulkan (bukan dugaan), bahwa wajib 

pajak tidak memenuhi kewajiban pajaknya sebagaimana mestinya. Untuk memastikan 

kebenaran data itu, terhadap wajib pajak dapat dilakukan pemeriksaan. 20 Sebagai 

konsehtensi bahwa beban pembukt:ian atas uraian penghitungan pajaknya diletakkan 

pada wa_jib pajak. Dicontohkan pada penjelasan pasal 13 ayat 1 huruf d Undang­

undang Nomor 16 Tahun 2000 berkaitan dengan pasal 29, sebagai berikut: 

18 lbid, h.114. 

19 Setelah Pembaharuan Perpajakan Nasional II, istiiah Surat Ketetapan Pajak dan Surat 
Ketetapan Pajak Tambahan diubah menjadi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Surat Ketetapan 
Pajak Kurang Bayar Tambahan. Pasal I angka 15 dan 16 UU Nomor 16 Tahun 2000. 

20 Bohari, op cit, h.115. 
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1. Pembukuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 tidak lengkap, 

sehingga penghitungan rugi laba atau peredaran tidakjelas; 

2 Dokumen-do umen pembukuan tidak leugkap sehingga angka­

angka dalam pembukuan tidak dapat diuji. 

3. Dari rangkaian pemeriksaan dan / atau fakta-fakta yang diketahui 

besar dugaan disembunyikannya dokumen atau data pendukung 

lain di suatu tempat tertentu, sehingga dari sikap demikian jelas 

Wajib Pajak telah tidak menunjukkan itikad baiknya untuk 

membantu kelancaran jalannya perneriksaan. 

Menurut ketentuan ayat ( 1) huruf b pasal 13 Undang-undang Nomor 16 tahun 

2000, bahwa Direktorat Jenderal Pajak dapat rnenerbitkan Surat Ketetapan Pajak 

Kurang Bayar secara jabatan apabila terjadi Surat pemberitahuan (SPT) yang tidak 

disampaikan pada waktunya, walaupun ditegur secara tertulis dan tidak juga 

disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam surat teguran itu. Dalam 

ketetapan seperti ini dikenakan sanksi administrasi yang diatur dalam ayat (3) yaitu 

berupa kenaikan sebesar : 

a. 50 % (lima puluh persen) dari Pajak Penghasilan yang kurang atau tidak 

dibayar dalam satu tahun pajak; 

b. 100 % (seratus persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang 

dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetorkan; 

c. 100 % (seratus persen) dari Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan 

Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang tidak atau kurang dibayar. 
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Dalam penjelasan dijabarkan mengenai tujuan teguran antara lain dimaksudkan pula 

untuk memberi kesempatan kepada Wajib Pajak yang beritikad baik, untuk 

menyampaikan alasan alau sehab-sebah tidak dapatnya Surat Pemberitahuan 

disampaikan karena sesuatu hal di luar kemampuannya (force majeur). 

Bila SPT disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam surat 

teguran, dan pajak yang terutang dilunasi sebagaimana mestinya, Surat Ketetapan 

Pajak tidak akan diterbitkan dengan anggapan bahwa SPT tersebut telah diisi dengan 

benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 

Surat Tagihan Pajak (STP) menurut Pasal 14 UU No. 16 Tahun 2000 pada 

hakikatnya mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Surat Ketetapan Pajak. 

STP dikeluarkan apabila : 

a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar; 

b. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif 

dan/atau bunga; 

c. Dari hasil penelitian SPT terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai 

akibat salah tulis dan atau salah hitung. 

Sedangkan penetapan besamya pajak yang terutang dipercayakan kepada 

wajib pajak sendiri dan melaporkan secara teratur jumlah pajak yang terutang dan 

yang telah dibayar sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan 

perpajakan. Sistem pemungutan pajak yang digunakan adalah se(f' assessmenr yaitu 

dimana wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, 

membayar dan melaporkan sendiri pajaknya yang terhutang, wajib pajak dalam 
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sistem ini diberi kepercayaan yang besar unt1Lk menentukan apa yang menjadi 

objeknya, lalu menghitung sendiri berapa besar obyek pajak yang dikenakan dan 

kemudian inelaporkannya kepada kamor peiayan, j pajak. Wajib Pajak dalarn 

membayar pajaknya dilandasi oleh keyakinan dan kesadaran bahwa membayar pajak 

adalah kewajiban bagi warga negara untuk mendukung kepentingan pembangunan 

negara. Dengan sistern ini diharapkan pula pelaksanaan administrasi yang terlalu 

membeba.ni Wajib Pajak dan birokratis akan dapat dihindari. Hal ini untuk 

mempermudah Wajib Pajak dan dirasa lebih efektif dalam hal pemungutan pajak. 

Dari ketentuan yang dimuat dalam Undang-undang Pajak Nasional terdapat 

hak-hak dari wajib pajak dan juga kewajibannya. Kewajiban wajib pajak antara lain : 

1. Melaksanakan pendaftaran diri di Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak untuk 

rnemperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)21 sebagai identitas diri wajib 

pajak. Bila tidak dilaksanakan akan dikenakan sanksi pidana. Hal ini perlu 

dilakukan agar identitas wajib pajak yang sebenarnya dapat diketahui dan juga 

untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam hal pengawasan 

adrninistrasi perpajakan. 

2. Mengambil sendiri blanko Surat Pemberitahuan (SPT) di tempat-tempat yang 

ditentuka11 oleh Dirjen Pajak. Fungsi SPT adalah sebagai sarana wajib pajak 

untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak 

yang sebenarnya temtang dan laporan tentang pemenuhan pembayaran pajak 

21 ?-,.1'WP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi 
perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri at.au identit.as wajib pajak dalam 
melaksanakan hak clan kewajiban perpaJakannya. 
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yang telah dilaksanakan sendiri dalam satu tahun pajak, serta laporan tentang 

pembayaran pajak yang telah dipotong oleh pihak ketiga (pasal 3 ayat 2 

Undang-undang Nornor 16 Tahun 2000). 

3. Wajib pajak wajib untuk mengisi dengan benar dan lengkap dan 

menandatangani sendiri SPT dan mengembalikan SPT itu kepada Kantor 

Inspeksi Pajak (pasal 3 ayat l Undang-undang Nomor 16 Talmn 2000). 

4. Menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan-pencatatan.22 Pada dasarnya 

setiap orang dan badan usaha yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan 

bebas diharuskan mengadakan pembukuan. Tetapi wajib pajak yang karena 

kemampuannya belum memadai, dimungkinkan untuk dibebaskan dari 

kewajiban mengadakan pembukuan, tetapi dianjurkan untuk membuat 

catatan-catatan yang merupakan pembuatan pembukuan sederhana yang 

memuat data-data pokok yang dapat dipakai untuk melakukan penghitungan 

pajak yang terutang bagi wajib pajak yang bersangkutan. Bagi wajib pajak 

yang tidak bersedia memperlihatkan pembukuan akan dikenakan sanksi 

pidana. 

Disamping kewajiban, wajib pajak mempW1yai hak-hak seperti : 

l. Wajib pajak mempunyai hak untuk menerima tanda bukti pemasukan SPT. 

Pengiriman SPT melalui Kantor Pos dan Giro harus dilaksanakan secara 

22 Pembukuan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau 
perusahaan hams disimpan selama 10 (sepuluh) tahun, supaya dalam batas waktu tersebut sewaktu­
waktu dapat diadakan pemeriksaan oleh Direktur Jenderal Pajak setiap waktu dapat melaksanakan 
pemeriksaan atas pembukuan WB:iib pajak. 
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tercatat, dan tanggal pengmman dianggap sebagai tanda bukti tanggal 

penenmaan. 

' Waiib pajak rncmpunya1 hak meng,ajukan permohonan penund an 

penyampaian SPT. Hal ini disebabkan karena wajib pajak mengalami 

kesulitan dalam merampungkan pembukuannya mengingat luasnya kegiatan 

usaha dan masalah-masalah teknis pembuatan neraca atau laporan keuangan, 

sehingga sulit memenuhi batas waktu yang telah ditentukan undang-undang. 

3. Wajib pajak mempunyai hak untuk melakukan pembetulan sendiri SPT yang 

telah dimasukkan. Pembetulan SPT ini dilakukan bila ada kekeliruan dalam 

pengisian SPT yang dibuat oleh wajib pajak. 

4. Wajib pajak mempunyai hak untuk mengajukan permohonan penundaan dan 

pengangsuran pernbayaran pajak sesuai dengan kemampuannya. Penundaan 

dan pengangsuran pembayaran yang terutang dapat diberikan oleh Dirjen 

Pajak meskipun tanggal jatuh tempo pembayaran telah ditentukan. 

5. Wajib pajak mempunyai hak mengajukan permohonan pengambilan kelebihan 

pembayaran pajak serta memperoleh kepastian terbitnya Surat Keputusan 

Kelebihan Pembayaran Pajak. Hal ini terjadi jika pajak yang telah dibayar 

lebih besar dari jumlah pajak yang terutang. 

6. Wajib pajak berhak mengajukan pennohonan pembetulan salah tulis atau 

salah hitung atau kekeliruan yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak 

(SKP) dalam penerapan peraturan Perundang-undangan Perpajakan. 
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7. Wajib pajak berhak mengajukan keberatan dan berhak atas kepastian terbitnya 

surat keputusan atas surat permohonan keberatannya. Permohonan ini 

diajukan ke Dirjen Pajak rnelalui Kepal.. lnspeksi Pajak dimana wajib Pajak 

bertempat tinggal. 

8. Wajib Pajak berhak mengajukan pennohonan banding atas surat keberatannya 

yang telah diputuskan oleh Dirjen Pajak. 

9. Wajib p~iak berhak mengajukan pennohonan penghapusan atau pengurangan 

pengenaan sanksi perpajakan serta pembetulan Ketetapan Pajak yang salah 

atau keliru. 

10. Wajib pajak berhak memberi kuasa khusus kepada orang lain yang dipercayai 

untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya (pasal 32 ayat 3 UU Nomor 16 

Tahun 2000) 

Penagihan pajak tidak perlu timbul apabila hal-hal diatas dilaksanakan dengan 

sepenuhnya. Namun dalam kenyataannya masih sering terjadi kesalahan oleh Wajib 

Pajak dalam menghitung, memperhitungkan pajaknya secara tidak benar dengan cara 

tidak melaporkan jumlah yang seharusnya disetor, juga sering terjadi Wajib Pajak 

melakukan pembayaran serta pelaporan melewati batas waktu yang ditentukan. 

Dalam hal ketidaktertiban ini menimbulkan kerugian bagi negara maka terhadap 

Wajib Pajak tersebut dikenakan sanksi berupa bunga maupun denda yang berakibat 

dikeluarkannya SKP dan STP oleh Dirjen Pajak. 

Dengan adanya SKP dan STP maka dalam penagihan pajak bisa dilakukan 

dengan Surat Paksa. Apabila setelah dikeluarkannya SKP dan STP Wajib Pajak 
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melunasi utang pajaknya, sebelum jatuh tempo, maka persoalan selesai dan tidak ada 

penindakan lebih lanjut. Namun sering kaii sampai batas waktu yang ditentukan 

\Vajih Pajak t !um atau tidak melunasi jum\ah utang yang tercantum dalarn SKP dan 

SIP tersebut, bahkan berusaha untuk menghindari penagihan pajak. Maka terhadap 

perilaku Wajib Pajak seperti itu perlu dilakukan tindakan penagihan lebih lanjut yang 

bersifat memaksa. 

Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan demi kelangsungan hidup 

bangsa dan negara, selain itu juga untuk mencapai masyarakat yang sejahtera, adil 

dan makmur bagi seluruh rakyat Indonesia. Berdasarkan pemikiran tersebut sudah 

jelas bahwa kepentingan umum harus dimenangkan dari kepentingan pribadi / 

individu masing-masing. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa Utang Pajak 

mempunyai kedudukan yang khusus, sehingga Negara c.q. Dirjen Pajak mempunyai 

hak mendahulu atas barang-barang milik penanggung Pajak, sebagaimana diatur 

dalam Pasal 21 ayat 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000. 

Hak mendahulu dalam hukum pajak timbul apabila wajib pajak / penanggung 

pajak pada saat yang bersamaan selain mempunyai utang-utang pribadi (perdata), 

juga mempunyai utang kepada negara (fiskus) dimana harta kekayaan dari wajib 

pajak /penanggung pajak tidak mencukupi untuk melunasi semua utang-utangnya. 

Hak mendahulu ini lebih lanjut dijelaskan pada ayat (3) dan ayat (4) pasal 21 

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 sebagai berikut : 

(1) Hak mendahulu untuk tagihan pajak melebihi segala hak mendahulu lainnya, 

kecuali terhadap : 
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a. biaya perkara yang semata-mata disebabkan suatu penghukuman untuk 

melelang suatu barang bergerak dan atau barang tidak bergerak, 

h biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barar , dimaksud, 

c. biaya perkara, yang semata-mata disebabkan pelelangan dan 

penyelesaian suatu warisan. 

(2) Hak mendahulu itu hilang setelah lampau waktu 2 ( dua) tahun sejak tanggal 

diterbitkan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Ketetapan 

Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan 

Keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar 

bertambah, kecuali apabila sebelurn jangka waktu tersebut diterbitkan Surat Paksa 

yang mencegah daluwarsa hak mendahulu itu atau diberikan penundaan pembayaran 

utang pajak yang bersangkutan. 

Hak untuk menagih Utang Pajak daluwarsa setelah lampau 10 (sepuluh) tahun 

terhitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun 

pajak atau tahun pajak yang bersangkutan, kecuali : 

a. apabila terhadap wajib pajak / penanggung pajak yang bersangkutan 

diterbitkan Surat Teguran clan Surat Paksa; 

b. ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun 

tidak langsung; 

c. diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan 

Pajak Kurang Bayar Tambahan. 
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2.2. Upaya Penagiban Utang Pajak 

Undang-undang perpajakan menentukan suatu jangka waktu daluwarsa sejak 

,c;aat terutanf::rnya pajak. Apabila setel h lewal waktu yang ditentukan ternyata tidak 

dilakukan pembayaran, maka Dirjen Pajak akan mengambil tindakan penagihan 

secara paksa. Menurut pasal 18 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 Jo. Undang­

undang Nomor 19 Tahun 2000 menyatak:an bahwa urntan tahapan penagihan yang 

dilakukan fiskus adalah : penerbitan surat teguran; penyampaian surat paksa; 

pelaksanaan sita; pengumuman lelang; dan pelaksanaan lelang. 

Seperti disebutkan diatas proses penagihan dilakukan dengan penerbitan surat 

teguran, Surat Paksa dan dapat dilanjutkan dengan tindak:an paksa yang lain yang 

bersifat lebih keras, seperti penyitaan, pelelangan, dan sebagai upaya terakhir adalah 

pencegahan dan penyanderaan terhadap diri penanggung pajak. 

Lebih jelas Undang-undang No. 16 Tahun 2000 dalam Pasal 18 menyebutkan 

bahwa dasar penagihan pajak: yang dilak:ukan oleh Dirjen Pajak adalal1 Surat Tagihan 

Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak 

Kurang Bayar Tarnbahan (SKPKBT), clan Surat Keputusan Pembetulan, Surat 

Keputusan Keberatan, putusan Banding, yang rnenyebabkan jumlah pajak: yang harus 

dibayar bertarnbah. 

Dengan dik:irimkannya SKP atau STP kepada Wajib Pajak diharapkan 

melunasi utang pajaknya, namun bila dalam waktu satu bulan belum ada itik:ad baik 

untuk rnelunasi sarnpai dengan batas waktu jatuh tempo pernbayaran maka tujuh hari 

kemudian akan diterbitkan Surat Teguran oleh pihak Kantor Pelayanan Pajak. Hal ini 
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untuk memberi kesempatan kepada wajib pajak untuk segera melunasi utang 

pajaknya dalam dua puluh satu hari dari tanggal Surat Teguran sebelum dilakukan 

nnd: ~an penagih;:in berikutnya Apahila setelah melalui tindakan penagihan yang 

bersifat pasif tersebut wajib pajak masih belum melakukan pembayaran, maka akan 

dilanjutkan dengan tindakan penagihan yang lebih aktif. 

Fiskus dalam melakukan upaya penagihan aktif lebih berperan aktif, dalam 

arti tidak hanya mengirim SKP dan STP saja tetapi dengan diikuti tindakan sita dan 

dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang. Apabila setelah tanggal jatuh tempo dalam 

Surat Teguran belum juga dilunasi utang pajaknya maka berdasarkan ketentuan 

dalam UU No. 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, maka 

terhadap Wajib Pajak tersebut diterbitkan Surat Paksa yang isinya agar Wajib Pajak 

segera melunasi utang pajaknya, Namun sebelumnya, apabila terjadi suatu peristiwa 

atau keadaan yang mendesak dan untuk menjaga kemungkinan terjadinya sesuatu 

yang akan mengakibatkan pajak yang terutang tidak dapat ditagih, maka pejabat 

diberi wewenang untuk menerbitkan Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan 

Sekaligus. Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus disarnpaikan oleh 

jurusita pajak.23 secara langsung kepada penanggung pajak tanpa harus rnenunggu 

tanggal jatuh tempo pembayaran terhadap seluruh utang pajak dan semua Jenis Pajak, 

Masa Pajak, dan Tahun Pajak, sebagaimana diatur dalam pasal l angka 11 Undang­

undang No.19 tahun 2000. 

23 Jurusita pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika 
dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan 
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Perkataan "seketika" mengandung pengertian bahwa utang p~iak tersebut 

hams dilunasi dengan segera, sedangkan perkataan ·'sekaligus'' diartikan bahwa pajak 

tersehut hams dilunasi dalam waktu bersamaan untuk semu~ _1ems pajak yang 

terutang. 24 

Penagihan seketika dan sekaligus merupakan tindakan preventif yang 

dilakukan oleh fiskus dengan maksud agar penerirnaaan Negara dari sektor 

perpajakan dapat diamankan dalarn waktu yang singkat. Penagihan Seketika dan 

Sekaligus pada prinsipnya menyimpang, dalarn arti bahwa palaksanaannya 

dilaksanakan tanpa mempersoalkan apakah SIP, SKPKB, SKPKBT, Surat 

Keputusan Keberatan, Putusan Banding telah jatuh tempo atau belum, bahkan dapat 

menyimpang dari jadwal waktu penagihan pajak. 25 

Penagihan Seketika dan Sekaligus dilaksanakan apabila : 

a. Penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selarna-lamanya atau 

berniat untuk itu; 

b. Penanggung pajak rnemindahtangankan barang yang dimiliki atau yang 

dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, 

atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia; 

c. Terdapat tanda-tanda bahwa penanggung pajak akan membubarkan badan 

usahanya, atau rnemindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau 

24 Moeljo Hadi, Dasar-dasar Penagihan Pajak dengan Surat Paha oleh .Jumsita Pajak Pu.mt 
dan Daerah Berdasarkan UU No. i9 Tahun 1997 UU No. 19 Tahun 2000, PT Raja Grafindo Persada. 
Jakarta, 2001, h.45. 

25 Ibid, h.43. 
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dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya; 

d. Badan usaha akan dibubarkan oleh Negara, atau 

e Te1jadi penyitaan atas )arang pemmggung pajak oleh pihak ketiga atau 

terdapat tanda-tanda kepailitan. 

Seketika dan sekaligus mengandung pengertian bahwa seluruh utang pajak hams 

dilunasi oleh wajib pajak dengan segera clan sekaligus dalam waktu yang bersamaan 

dan harns dilakukan dalam wak1u 2 x 24 jam sejak Surat Perintah Penagihan 

Seketika dan Sekaligus disampaikan kepada wajib pajak yang bersangkutan. Bila 

belum ada tanda-tanda bahwa Wajib Pajak yang bersangkutan akan melunasi utang 

pajaknya maka terhadapnya akan segera dilakukan penagihan dengan Surat Paksa 

Agar tercapai efektivitas dan efisiensi penagihan pajak yang didasari Surat 

Paksa maka penagihan pajak secara paksa dapat dilakukan tanpa melalui proses di 

Pengadilan Negeri .. Surat Paksa disebut juga sebagai Parate Eksekusi (eksekusi 

langsung ) yang berarti bahwa Surat Paksa itu mempunyai kekuatan eksekutorial 

serta mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan grosse akte yaitu putusan 

pengadilan perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan demikian, 

Surat Paksa langsung dapat dilaksanakan tanpa bantuan putusan pengadilan lagi dan 

tidak dapat diajukan banding. Sehingga fiskus dalam melaksanakan kewajiban 

mempunyai hak Parate Eksekusi yang berarti kepala Kantor Pelayanan Pajak yang 

menerbitkan Surat Paksa tersebut bertindak sama dengan hakim dalam perkara 

perdata di Pengadilan Negeri. 
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Jurusita Pajak memberitahukan Surat Paksa dengan pernyataan dan 

penyerahan surat paksa kepada Wajib PaJak atau Penanggung Pajak, Jimana 

penyampaian Surat Paksa ini hc1rus secan1 langsung diberikan kepada Wajib Pajak 

yang bersangkutan dan tidak kepada orang lain karena yang wajib membayar pajak 

adalah Wajib Pajak itu sendiri. Namun pada penagihan pajak dengan Surat Paksa 

bukan hanya menjadi kewajiban Wajib Pajak melainkan juga merupakan kewajiban 

penanggung pajak yang ditetapkan Undang-undang Perpajakan. 

Apabila Surat Paksa tidak disampaikan secara langsung, dapat dikatakan 

penyampaian Surat Paksa itu sah jika memenuhi ketentuan Pasal l 0 UU Nomor 19 

Tahun 2000, yaitu Surat Paksa disampaikan melalui Pemerintah Daerah setempat atau 

dengan cara menempelkan Surat Paksa pada papan pengumuman kantor pejabat yang 

menerbitkannya, mengumurnkan melalui media massa, atau cara lain yang ditetapkan 

dengan Keputusan Menteri. Setelah dilakukan penagihan pajak dengan Surat Paksa, 

maka Jurusita Pajak harus membuat laporan pelaksanaan Surat Paksa. 

Penanggung Pajak dapat menolak menerima Surat Paksa dengan berbagai 

alasan, antara lain karena kesalahan Surat Paksa itu sendiri, apa yang tertulis dalam 

Surat Paksa tersebut, jurusita pajak tidak boleh mengubah, mencoret maupun 

menambahkan pernbetulannya. Jurusita Pajak akan mengembalikan Surat Paksa 

tersebut dan mengajukan usul agar dikeluarkan Surat Paksa yang baru. Apabila 

setelah jurusita memberikan keterangan seperlunya Penanggung Pajak atau wakilnya 

tetap menolak maka sesuai dengan Pasal 10 ayat 11 UU No. 19 Tahun 2000, salinan 

Surat Paksa tersebut dapat ditinggalkan begitu saja pad.a tempat kediarnan atau tempat 
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kedudukan penanggung pajak atau wakilnya, dengan demik:ian Surat Paksa dianggap 

telah diberitahukan atau disampaikan. 

Apabila setelah Surat Paksa diberitahukan atau disampaikan kepada 

Penanggung Pajak dan ketentuan dalam Surat Paksa tersebut tetap belum terpenuhi, 

yaitu apabila lewat 2 x 24 jam terhitung Surat Paksa diberitahukan, Wajib Pajak tidak 

juga membayar pajak, maka pejabat akan segera menerbitkan Surat Perintah 

Melaksanakan Penyitaan yang akan diikuti dengan penyitaan terhadap barang-barang 

milik Wajib Pajak yang bersangkutan. Terhadap barang-barang yang disita tersebut 

dapat ditempeli atau diberi segel SIT A dengan memperhitungkan jenis, sifat dan 

barang sitaan. Tindakan penyitaan dimaksudkan untuk menguasai harta milik Wajib 

Pajak atau Penanggung Pajak guna dijadikan jaminan pelunasan utang pajak yang 

hanya boleh dilakukan oleh Jurusita Pajak yang telah diangkat pejabat dengan 

berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan. 

Penyitaan dilaksanakan atas barang-barang milik Penanggung Pajak yang 

berada di tempat tinggal, tempat usaha, atau tempat lain termasuk yang 

penguasaannya berada di tangan pihak lain atau yang dibebani dengan hak 

tanggungan sebagai pelunasan utang tertentu yang dapat berupa barang bergerak dan 

barang tidak bergerak, tennasuk pula yang dibebani dengan fidusia, hipotek, hak: 

tanggungan maupun lembaga jaminan lainnya. 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENYANDERAAN (GIJZELING) SEBAGAI... WULANDARI SAPUTRI



}7 

Pada dasarnya penyitaan dilakukan dengan mendahulukan barang bergerak, 

namun dalam keadaan tertentu2
<, penyitaan dapat dilaksanakan langsung terhadap 

barang 1idak berger, ., tanpa melaksanakan penyitaan terhadap barang bergerak. 

Penyitaan terhadap barang bergerak terlebih dahulu dilaksanakan sampai dengan nilai 

barang yang disita diperkirakan cukup untuk melunasi utang pajak dan penagihan 

pajak. 

Setiap melaksanakan penyitaan Jurusita Pajak hams membuat Berita Acara 

Pelaksanaan Sita yang ditandatangani oleh Jurusita Pajak, Wajib Pajak, dan saksi­

saksi. Berita Acara Pelaksanaan Sita merupakan pemberitahuan kepada Wajib Pajak 

dan Masyarakat bahwa penguasaan barang Wajib Pajak telah berpindah kepada 

pejabat. 

Terhadap Wajib Pajak yang telah melunasi biaya Penagihan Pajak dan Utang 

Pajak maka pencabutan sita dapat dilaksanakan berdasarkan Surat Pencabutan Sita 

yang diterbitkan oleh pejabat, namun apabila Wajib Pajak tetap tidak melunasi Utang 

Pajak dail biaya Penagihan Pajak maka pejabat berwenang melaksanakan penjualan 

secara lelang terhadap barang-barang yang telah disita sebelumnya di Kantor Lelang 

Negara. Terhadap penjualan secara lelang ini harus didahului dengan pengumuman 

lelang melalui media massa sekurang-kurangnya 14 hari setelah penyitaan. 

Sedangkan lelang barn akan dilaksanakan setelah 14 hari sejak pengumuman lelang 

26 Keadaan tertentu, misalnya Jurusita Pajak tidak menjurnpai barang bergerak yang dapat 
dijadikan objek sita atau barang bergerak yang dijumpainya tidak mempunyai nilai, atau harganya 
tidak memadai jika dibandingkan dengan utang pajaknya. 

. . 
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di media massa. Jadi jika sampai batas waktu 28 hari setelah penyitaan penanggung 

pajak belum juga menyelesaikan kewajibannya, maka akan dilanjutkan dengan 

pclc\angan terhadap barang yang disita. 

Dalam hal hasil lelang sudah mencapai jumlah yang cukup untuk melunasi 

biaya penagihan pajak dan utang pajak, pelaksanaan lelang dihentikan walaupun 

barang yang akan dilelang masih ada. Sisa barang beserta kelebihan uang hasil lelang 

dikembalikan oleh pejabat kepada penanggung pajak atas barang yang telah dilelang 

berpindah kepada pembeli dan kepadanya diberikan risalah lelang yang merupakan 

bukti otentik sebagai dasar pendaftaran dan pengalihan hak. 

Sementara itu bila Penanggung Pajak berusaha menghindar dengan pergi 

keluar negeri sebelum seluruh kewajiban perpajakannya dilunasi maka pejabat yang 

berwenang dapat melakukan tindakan preventif yaitu dengan jalan mengusulkan 

kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia agar dilakukan pencegahan untuk 

mencegah keberangkatan Wajib Pajak tersebut. Pencegahan ini dilaksanakan bagi 

\vajib pajak yang masih diberi batas waktu untuk membayar utang pajaknya. 

Pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap Penanggung 

pajak tertentu untuk keluar dari wilayah Republik Indonesia berdasarkan alasan 

tertentu sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 29 UU Nomor 19 

Tahun 1997 yang telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2000 dalam pasalnya 

disebutkan bahwa pencegahan hanya dapat dilakukan terhadap wajib pajak yang 

mempunyaijumlah utang pajak sekurang-kurangnya Rp.100.000.000,- dan diragukan 

itikad baiknya dalam melunasi utang pajak. 
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Jangka waktu pencegahan paling lama 6 bulan dan dapat diperpanjang untuk 

selama-lamanya 6 bulan. Pencegahan dapat dilaksanakan terhadap beberapa orang 

sebagai penanggung pajak wajib pajak badan atau ahli waris. 

Ada kemungkinan bahwa Penanggung Pajak berusaha dengan tipu muslihat 

mengalihkan atau memindahtangankan sebagian a.tau seluruh harta miliknya, atau 

sebagian luput dari penyitaan yang akan dilakukan oleh jurusita pajak guna dijadikan 

jaminan untuk membayar utang pajak dari penanggung pajak. Dengan cara 

memindahtangankan harta itu kepada pihak lain atau atas nama orang lain, maka 

utang pajak tidak dapat dilunasi karena barang atau harta milik penanggung pajak 

yang akan dijadikan jaminan utang pajak tidak ada lagi. Dalam keadaan demikian 

fiskus (negara selaku pemungut pajak) dirugikan. Terhadap penanggung pajak yang 

berbuat demikian maka fiskus dapat menempuh tindakan terakhir dengan upaya 

penyanderaan. 

2.3. Penagihan Pajak dengan Penyanderaan 

Fiskus dapat menempuh tindakan terakhir dengan cara memaksa penanggung 

pajak. Paksaan ini bersifat tidak langsung terhadap diri penanggung pajak yang 

dikenal dengan Penyanderaan atau Gijzeling. Penyanderaa.n. adalah alat paksa lain, 

yang bersifat tidak langsung, artinya bahwa Gij"zeling itu belum pasti mengakibatkan 

bahwa pajak dibayar, maka oleh sebab itu Gijzeling merupakan a.lat paksa yang tidak 

langsung. Gijzeling sebagai alat paksa yang akan diterapkan terakhir, apabila alat 

paksa yang lainnya tidak dapat memberi hasil. Penanggung pajak dimasukkan dalam 
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penjara dengan harapan agar ia bersedia membayar utang pajaknya.atau supaya 

keluarganya yang mampu bersedia membayarnya karena malu mempunyai keluarga 

y,rng dipenjarak ,1. 

Pengertian penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan 

Penanggung Pajak dengan menempatkannya diternpat tertentu, disebutkan dalam 

Ketentuan Umum Undang-undang Nomor 19 Talmn 2000. Selanjutnya dijelaskan 

bahwa penyanderaan merupakan salah satu upaya penagihan pajak yang wujudnya 

berupa pengekangan sementara waktu terhadap kebebasan Penanggung Pajak dengan 

menempatkannya pada tempat tertentu. Penyanderaan dalam hukum pajak 

kewenangannya ada pada Direktorat Jenderal Pajak yang dilakukan berdasarkan ijin 

tertulis dari Menteri Keuangan, dimana untuk urusan keuangan negara diatur 

berdasarkan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Konstitusi Republik 

Indonesia. 

Banyak orang mengira bal1wa sandera itu merupakan alat pidana, karena 

orang yang disandera dimasukkan dalam rumah pemasyarakatan, padahal sandera itu 

merupakan alat paksa perdata. 27 Adapun alat paksa pidana yang serupa dengan 

penyanderaan yaitu penahanan pengganti dalam hukum acara pidana. Dalam hal ini 

penyanderaan dilakukan untuk memaksa wajib pajak membayar utang pajaknya 

sedangkan dalam penahanan pengganti dilakukan supaya tersangka/ terdakwa 

membayar denda yang dikenakan kepadanya. Keduanya mempunyai ratio legis yang 

sama yaitu sebagai alat paksa untuk rnemaksa orang agar rnemenuhi kewajibannya. 

27 Rochmat Soemitro II, op cit, h. 95. 
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Sandera ini sebenamya menurut hukum melanggar hak asasi manusia karena 

kemerdekaannya dibatasi, hanya karena kehendak krediturnya, untuk urusan hukum 

perdata. Maka oleh sebab itu Mahkarnah Agung telah mengeiuarkan Surm Edaran 

No. 2 Tahun 1964 yang menganjurkan supaya sandera dalam perkara perdata tidak 

diterapkan lagi, karena bertentangan clan membatasi hak asasi/ hak kemerdekaan 

(untuk bertindak dan bergerak secara bebas). Tapi dalam hukum pajak sandera masih 

dapat diterapkan. Karena pajak-pajak termasuk kuasa hukum publik (bukan hukum 

privat-perdata) dan hukum publik mengatur hak dan kewajiban warga negara 

terhadap masyarakat, tempat hidupnya. Hak tersebut juga merupakan hak asasi 

masyarakat yang wajib dipatuhi oleh setiap warga negaranya, maka jika wajib pajak 

melanggar hak ( asasi) masyarakat, wajar sekiranya, dikenakan pembatasan hak 

asasinya.28 Selain itu Pasal 11 ayat 15 (1) dari Perpu No.49 Tahun 1960 tentang 

Panitia Urusan Piutang Negara (PlJPN) masih memungkinkan dilakukan 

penyanderaan terhadap debitur negara. Hal ini semakin tegas dengan dikeluarkannya 

surat Nomor 492/MK/2187/M/65 tanggal 3 Juni 1965 oleh Mahkamah Agung bahwa 

sandera yang dilakukan berdasarkan Undang-undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 

adalah formal dan material tidak termasuk dalam instruksi tersebut.29 

G!f zeling sebenarnya mengenai segi kejiwaan/psikologis dan martabat 

manusia. Masyarakat menganggap bahwa orang yang disandera karena tidak 

28 Rochmat Soemitro II, op cit, h. 96. 

29 Lembaga Paksa badan 'Penyanderaan dan Jmp/ikasinya: Ditinjau dari Hukum Positif. 
Syariah Islam, dan Hak Asasi Manusia, Makalah yang disampaikan pada Seminar Sehari yang 
diselenggarakan oleh Law Offices of Remy & Darus bekerjasama dengan PEG, USAID, dan Bank 
BNI, Bank BTN, Bank Mandiri, pada hari Rabu, 4 April 2001 di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta. 
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membayar utangnya kepada negara/ masyarakat sebagai ketidakpatuhan terhadap 

negara yang sangat dicela dan mengurangi penghargaan terhadap diri pelanggar, 

karena melanggar hak asasi masyarakat i<arena int Wajib Pajak akan malu begin.1 

juga dengan keluarganya, maka karena tekanan psikologis Wajib Pajak atau sanak 

keluarganya, akhirnya juga akan membayar pajak yang bersangkutan. Jadi Gijzeling 

dalam hukum pajak masih dapat diterapkan walaupun sebagai alat paksa terakhir 

berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas. 

Agar penyanderaan tidak dilaksanakan sewenang-wenang dan juga tidak 

bertentangan dengan rasa keadilan bersama, maka diberikan syarat-syarat tertentu, 

baik syarat yang bersifat kuantitatif, yakni harus memenuhi Utang Pajak dalam 

jumlah tertentu, maupun syarat yang bersifat kualitatif, yakni diragukan itikad baik 

Penanggung Pajak dalam melunasi Utang Pajak, serta telah dilaksanakan penagihan 

pajak sampai dengan Surat Paksa. Dengan demikian, Pejabat mendapatkan data atau 

infonnasi yang akurat yang diperlukan sebagai bahan pertimbangan untuk 

mengajukan permohonan izin penyanderaan. Penyanderaan hanya dilakukan secara 

selektif, hati-hati, dan merupakan upaya terakhir. 

Penanggung pajak yang tidak memenuhi kewajibannya meskipun telah 

dilakukan berbagai upaya penagihan yang lain sebelumnya dapat dikenakan upaya 

penyanderaan. Dengan demikian maka akan terwujud nilai-nilai hukum yang ingin 

dicapai. Adapun nilai-nilai hukum yang terkandung dalam penyanderaan yaitu 

dengan dilakukannya penyanderaan maka akan rnernberi kepastian hukurn dan rasa 

keadilan terhadap masyarakat. 
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2.4. Kriteria Penanggung Pajak 

Pada penagihan utang pajak, bukan hanya menjadi kewajiban dari Wajib 

Pajak mel;_.nkan juga rnerupakan kewajiban Penanggung Pajak yang ditetapkan 

Undang-undang Pajak yang bersangkutan sebagai yang bertanggung jawab atas 

pembayaran pajak Pengertian Penanggung Pajak diatur dalam UU Nomor 19 Tahun 

2000 dalam ketentuan pasal 1 angka 3 : 

Penanggung Pajak: adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas 
pembayaran pajak: , termasuk wak:il yang menjalankan hak: dan memenuhi 
kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan. 

Dijelaskan pada pasal 32 ayat 1 UU Nomor 16 Tahun 2000 yang berbunyi sebagai 

berikut: 

(1) Dalam menjalankan hak dan memenuhi kewajiban menurut ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak diwakili, dalam hal : 

a. Badan oleh pengurus, 

b. Badan dalam pembubaran atau pailit oleh orang atau badan yang dibebani 

untuk melakukan pemberesan, 

c. Suatu warisan yang belum terbagi oleh salah seorang ahli warisnya, pelaksana 

wasiatnya atau yang mengurus harta peninggalannya, 

d. Anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampuan oleh 

wali atau pengampunya. 
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Bagi wajib pajak tersebut perlu ditentukan siapa yang menjadi wakil atau kuasanya, 

oleh karena mereka tidak dapat atau tidak mungkin melakukan sendiri tindakan 

hukum tersebut. 

Termasuk dalam pengertian pengurus, orang yang nyata-nyata mempunyai 

wewenang dalam menentukan kebijaksanaan, dan atau mengambil keputusan dalam 

rangka menjalankan kegiatan perusahaan, misalnya berwenang menandatangani 

kontrak dengan pihak ketiga, menandatangani eek, dan sebagainya, walaupun orang 

tersebut tidak tercantum namanya dalam susunan pengurus yang tertera dalam akte 

pendirian maupun akte perubahan. Ketentuan ini berlaku pula bagi Komisaris dan 

pemegang saham mayoritas atau pengendali. 

Dalam ayat 2 ditegaskan bahwa wakil dari Wajib Pajak tersebut bertanggung 

jawab secara pribadi atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang. 

Pengecualian dapat dipertimbangkan oleh Direktur Jenderal Pajak apabila wakil 

wajib pajak dapat membuktikan dan meyakinkan bahwa dalam kedudukannya, 

menurut kewajaran dan kepatutan tidak mungkin dimintakan pertanggungjawaban 

secara pribadi atau secara renteng. 

Dengan demikian Undang-undang memberikan kelonggaran dan kesempatan 

bagi Wajib Pajak untuk minta bantuan pihak lain yang rnernahami rnasalah 

perpajakan sebagai kuasanya, untuk dan atas namanya membantu melaksanakan hak 

dan kewajiban perpajakan wajib pajak. Bantuan tersebut meliputi pelaksanaan 

kewajiban formal dan materiil serta pemenuhan hak wajib pajak yang ditentukan 

dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. 
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Berkaitan dengan penyanderaan maka Penanggung Pajak yang akan disandera 

hams memenuhi beberapa kriteria yaitu : 

a. Mempunyai Utang Pajak sekur .... ag-kurangnya sebesar Rp. l 00.000.000,00 

(seratus juta rupiah). 

b. Diragukan itikad baiknya dalam melunasi Utang Pajak. 

c. Telah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal Surat Paksa 

diberitahukan kepada Penanggung Pajak, dan 

d. Telah mendapat izin tertulis dari Menteri Keuangan Republik Indonesia. 

Penyanderaan hanya dapat dilakukan setelah Surat Paksa. Artinya 

penyanderaan hanya dapat dilakukan terhadap penanggung pajak yang tidak melunasi 

Utang Pajak setelah lewat jangka waktu 14 ( empat be las) hari terhitung sejak tanggal 

Surat Paksa diberitahukan kepada Penanggung Pajak. 

Penyanderaan hanya dapat dilakukan terhadap Penanggung Pajak yang 

mempunyai Utang Pajak sekurang-kurangnya sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus 

juta rupiah) yang meliputi seluruh jenis pajak dan tahun pajak. Jumlah tersebut 

rnerupakan syarat kuantitatif dan sekaligus rnenunjukkan bahwa penyanderaan tidak 

ditujukan kepada Penanggung Pajak yang berpenghasilan kecil. 

Mengenai syarat kuantitatif dapat terjadi perubahan nilai nominalnya, 

sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat ( 6) UU Nomor 19 Tahun 2000. Besarnya 

jumlah Utang Pajak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rnpiah) yang menjadi syarat 

dilakukannya pencegahan dan penyanderaan dapat diubah dengan Peraturan 

Pemerintah. 
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Selain syarat kuantitatif ditentukan pula syarat kualitatif yaitu Penanggung 

Pajak diragukan itikad baiknya untuk melunasi Utang Pajaknya, misalnya 

Penanh6ung Pajak diduga menyembunyikan hm1a kekayaannya sehingga tidak ada 

atau tidak cukup barang yang disita untuk jaminan pelunasan Utang Pajak, atau 

terdapat dugaan yang kuat bahwa Penanggung Pajak akan melarikan diri. Contoh 

yang lainnya antara lain company profile ditampilkan tidak jujur, meleburkan atau 

melikuidasi diri, dan masih banyak lagi. Penerapan gfjzeling atau penyanderaan 

hanya untuk wajib pajak yang benar-benar tidak kooperatif. 

Dirjen Pajak memiliki kewenangan untuk menilai itikad baik penunggak 

pajak berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 Jo. Peraturan Pemerintah 

Nomor 137 Tahun 2000. Namun jika wajib pajak keberatan dengan penilaian itikad 

baik tersebut maka upaya yang tersedia adalah gugatan ke pengadilan umum dan 

tentunya Hakim yang akan memutuskan. 

Penyanderaan wajib pajak badan yang penanggung pajaknya terdiri dari 

beberapa orang maka kriteria penanggung pajak mana yang akan disandera terlebih 

dahulu akan mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 

tentang Perseroan Terbatas. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 dalam Pasal 12 

menyebutkan bahwa Penyanderaan tetap dapat dilaksanakan terhadap Penanggung 

Pajak yang telah dilakukan pencegahan. 
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\IEKANISME PELAKSANAA,N PENYANDERAA'i\ 

DA.LAM HUKU:\t! PA.JAK 

3. L Prosedur Penagihan Pajak dengan Penyanderaan 

Falsafah dan landasan yang menjadi latar belakang dan dasar Undang-undang 

Perpajakan tercermin dalam ketentuan yang mengatnr sistem dan mekanisme 

pemungutan pajak. Ha! tersebut menjadi ciri dan corak tersendiri dalam sistem 

perpajakm1 di Indonesia, karena kedudukan undang-undang ini akat1 menjadi 

"Ketentuan Umum" bagi perundang-undangan pajak yang 1ain.30 Tegasnya, berkaitan 

dengan sistem dan mekanisme perpajakan sepanjang tidak diatur tersendiri dalam 

undang-undang, maka berpedoman/ merujuk pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 

1983 tentm1g Ketemuan Umum Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan 

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 dan Undang-undang Nomor 19 Talmn 1997 

tentang Penagihan Pajak dengan Undang-undang Nomor 19 Tahtm 2000. 

Dengan demikian, dalam membahas topik masalah penyanderaan pajak akan 

mernjuk pada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 dan Undang-undang Nomor 19 

Tahun 2000 serta aturan pelaksanaannya. Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 

2000 tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik 

~ Tjip Ismail. Penyanderaan 5,'ehagai Upaya Law En.fi:Jrcemenl, Jurnal Hukum Bisnis, 
Voiume 15 Seprember2001. 
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Penanggung Pajak clan Penggantian Ganti Rugi dalam rangka Penagihan Pajak 

dengan Surat Paksa. Dan didukung pula dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak 

~0rnor KEP-218/PJ/2003 tent, ;g Petunjnk Pelaksanaan Penyanderaan dan 

Pemberian Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak yang Disandera (selanjutnya 

disebut KEP 218/ 2003). 

3. 1. 1. Pemberitahuan Surat Perintah Penyanderaan 

Penyanderaan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah 

Penyanderaan yang diterbitkan oleh Pejabat31 setelah mendapat izin tertulis dari 

Menteri atau Gubernur Kepala Daerah Tingkat I (se!anjutnya akan disebut Gubernur). 

lzin tertulis disini memuat persyaratan izin penyanderaan dari Menteri atau Gubernur 

yang dimaksudkan agar penyanderaan dilakukan secara selektif dan hati-hati. Oleh 

karena itu, Pejabat tidak boleh menerbitkan Surat Perintah Penyanderaan sebelum 

mendapat izin tertulis dari Menteri atau Gubemur. 

Permohonan izn penyanderaan diajuk:an oleh Pejabat atau atasan Pejabat 

kepada Menteri Keuangan untuk: penagihan pajak pusat atau kepada Gubernur untuk 

penagihan pajak daerah. Namun dalam hal Pejabat berhalangan clan pengganti Pejabat 

tersebut belum ditunjuk, maka atasan Pejabat dapat mengajukan permohonan izin 

penyanderaan. 

31 Pejabat adalah pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Jurusit.a Pajak, 
menerbitkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, Surat Perintah 
Melaksanakan Penyitaan, Surat Pencabut.an Sit.a, Pengumuman Lelang, Surat Penentuan Harga Limit, 
Pembatalan Lelang, Surat Perint.ah Penyanderaan, dan surat lain yang diperlukan untuk penagihan 
pajak sehubungan dengan Penanggung Pajak tidak melunasi sebagian at.au seluruh Utang Pajak 
menurut undang-undang dan peraturan daerah. 
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Pennohonan izm penyanderaan32 diajukan oleh Kepala Kantor kepada 

Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Pajak u.p. Direktur Pemeriksaan 

I :nyidikan dan Penagihan Pajak dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat 

Jenderal Pajak yang bersangkutan dengan memuat sekurang-kurangnya : 

a. ldentitas Penanggung Pajak yang akan disandera. 

b. Jumlah Utang Pajak yang belum dilunasi, disertai Kartu Pengawasan 

Tunggakan Pajak Penanggung Pajak yang bersangkutan sampai dengan 

tanggal usulan penyanderaan dan upaya hukmn yang ditempuh Wajib Pajak 

atau Penanggung Pajak( Keberatan/ Peninjauan Kembali, Banding, Gugatan, 

dan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung). 

c. Tindakan penagihan pajak, meliputi penagihan pajak persuasif dan represif, 

yang telah dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak/ Pajak Bumi dan 

Bangunan dan melampirkan fotokopi Surat Paksa dan Berita Acara 

Penyampaian Surat Paksa. 

d. Uraian tentang adanya petunjuk bahwa Penanggtmg Pajak diragukan itikad 

baiknya dalam pelunasan Utang Pajak, meliputi : 

1) Penanggung Pajak tidak merespon imbauan untuk melunasi Utang 

Pajak. 

2) Penanggung Pajak tidak menjelaskan/ tidak bersedia melunasi Utang 

Pajak sekaligus maupun angsuran. 

32 Bentuk Surat Permohonan Izin Melakukan Penyanderaan sebagaimana ditetapkan dalam 
Lampi ran I Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-218/PJ/2003. 
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3) Penanggung Pajak tidak bersedia menyerahkan hartanya untuk 

rnelunasi Utang Pajak. 

4) Penanggung Pajak akan meninggalkan lndc ,esia untuk selama­

lamanya atau bemiat untuk itu. 

5) Penanggung pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau 

yang dikuasai dalarn rangka rnenghentikan atau mengecilkan kegiatan 

perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia. 

6) Penanggung Pajak akan rnembubarkan badan usahanya, atau 

menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau 

memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau 

melakukan perubahan dalam bentuk lainnya. 

Untuk wajib pajak yang berasal dari anggota MPR/ DPR maka tindakan 

penyanderaan harus mendapat ijin dari Presiden. 

Segera setelah izin tertulis dikeluarkan oleh Menteri atau Gubemur clan 

diterima oleh Pejabat maka Pejabat menerbitkan Surat Perintah Penyanderaan. Dalarn 

hal ini izin tertulis dari Menteri Keuangan dikirim ke Kepala Kantor yang 

bersangkutan melalui Direktur Pemeriksaan, Penyidikan, dan Penagihan Pajak Kantor 

Pusat Direktorat Jenderal Pajak dengan kurir atau pos kilat tercatat atau pos kilat 

khusus. Setelah izin tertulis tersebut diterirna maka Kepala Kantor menerbitkan Surat 

Perintah Penyanderaan. 
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Surat Perintah Penyanderaan33 memuat sekurang-kurangnya : 

a. Identitas Penanggung Pajak. 

b A\asan penyanderaan. 

c. Izin penyanderaan. 

d. Lamanya penyanderaan, dan 

e. T empat penyanderaan. 

Masa Penyanderaan paling lama 6 ( enam) bulan terhitung sejak Penanggung 

Pajak ditempatkan dalam tempat penyanderaan lain dan dapat diperpanjang untuk 

selama-lamanya 6 ( enam) bulan. Izin perpanjangan jangka waktu penyanderaan dapat 

sekaligus diberikan oleh menteri atau gubernur yang berwenang pada waktu 

memberikan izin penyanderaan. Dalam hal ini perpanjangan penyanderaan yang 

sekaligus diberikan berakibat tidak diperlukan suatu izin barn. Ketentuan jangka 

waktu maksimum penyanderaan ini tidak berlaku dalam hal sandera melarikan diri. 

Penentuan lamanya penyanderaan didasarkan pada perhitungan besarnya Utang 

Pajak, besarnya jumlah harta yang disembunyikan dan dihubungkan dengan itikad 

baik Penanggung Pajak untuk melunasi Utang Pajaknya. 

Penanggung Pajak yang disandera ditempatkan di tempat tertentu sebagai tempat 

penyanderaan dengan syarat-syarat sebagai berikut : 

a. Tertutup dan terasing dari masyarakat. 

b. Mempunyai fasilitas terbatas, dan 

33 Bentuk fonnulir Surat Perintah Penyanderaan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Il 
Kepurusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-218/PJ/2003. 
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c. Mempunyai sistem pengamanan dan pengawasan yang memadai. 

Sebelum tempat penyanderaan dibentuk, penanggung pajak yang disandera dititipkan 

di rnmah tahanan negara dan terpisah dari tahanan iain. Berbeda dengan terdakwa/ 

terhukum, terhadap tersandera dibebani biaya penyanderaan yang akan 

diperhitungkan sebagai biaya penagihan pajak. Sedangkan yang dimaksud dengan 

tempat penyanderaan adalah Rumah Tahanan Negara (Rutan) yang dijadikan tempat 

pengekangan sementara waktu kebebasan Penanggung Pajak yang terpisah dari 

tahanan lain. Rumah Tahanan Negara adalah tempat bagi pihak-pihak tertentu/ titipan 

yang dibatasi kebebasannya. Lokasi rnmah tahanan negara Jakarta ada di rutan kelas 

I Cipinang dan di Salemba. Paksa badan bagi wajib pajak dari pihak TNI maka 

ditempatkan di Rutan militer. 34 

Berdasarkan Peraturan Pemerintal1 Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 

2003 tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik 

Penanggung Pajak, dan Pemberian Ganti Rugi Dalam Rangka Penagihan Pajak 

Dengan Surat Paksa, disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai 

penyanderaan Penanggung Pajak ditetapkan dengan keputusan bersama Menteri 

Keuangan dan Menteri yang membidangi hukum dan perundang-undangan. 

Ketentuan tersebut antara lain mengenai : 

- Prosedur penitipan Penanggung Pajak yang disandera di rutan. 

- Tanggung jawab atas Penanggung Pajak yang disandera selama dalam 

penyanderaaan. 

34 Penyanderaan Dalam Rangka Penagihan Pajak, foe cit. 
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lzin kunjungan dari keluarga, pengacara dan sahabat. 

- Kriteria pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. 

Tata tertib yang diberlakukan terhadap Penanggung . 'ajak yang disandera. 

Keputusan bersama tersebut diwujudkan dalarn KMK-294/KMK.03/2003- M-02-

UM.09-01 Talmn 2003 tentang Tata Cara Penitipan Penanggung Pajak yang 

Disandera di Rumah Tahanan Negara dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat 

Paksa. 

Surat Perintah Penyanderaan disampaikan langsung kepada Penanggung 

Pajak oleh Jurusita Pajak dan salinannya disampaikan kepada Kepala Tempat 

Penyanderaan ( Kepala Rutan). Berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan tersebut 

maka Jurusita Pajak dapat menitipkan Penanggung Pajak yang disandera ke Rumah 

Tahanan Negara. 

Saat mulai penyanderaan adalah pada saat Surat Perintah Penyanderaan 

diterima oleh Penanggung Pajak yang bersangkutan. Penyanderaan dilaksanakan oleh 

Jurusita Pajak dengan disaksikan oleh 2 ( dua) orang penduduk Indonesia yang telah 

dewasa, dikenal oleh Jurusita Pajak, dan dapat dipercaya. Dua orang saksi tersebut 

misalnya Kepala Seksi Penagihan, Koordinator Pelaksana Penagihan, atau Aparat 

Desai Kelurahan. Dalam melaksanakan penyanderaan, Jurusita Pajak dapat meminta 

bantuan Kepolisian atau Kejaksaan. Hal ini dilakukan apabila Jurusita Pajak menemui 

kesulitan, ataupun karena alasan keamanan dan keselamatan Jurusita Pajak dan saksi­

saksi. 
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Apabila Penanggung Pajak yang akan disandera tidak dapat ditemukan, 

bersembunyi, atau melarikan diri, Jurusita Pajak melalui Pejabat (Kepala Kantor) atau 

atasan Pejabat dapat 1 .emima bantrnm Kepolisian atau Kejaksaan untuk 

mengbadirkan Penanggung Pajak yang tidak dapat ditemukan tersebut35
. 

Menghadirkan Penanggung Pajak dalam hal ini berarti mencari, menangkap, dan 

membawa Penanggung Pajak ke tempat Pejabat untuk selanjutnya diserahkan kepada 

kepala tempat penyanderaan. 

Apabila Penanggung Pajak yang akan disandera berada di luar wilayab kerja 

Kepala Kantor yang menerbitkan Surat Paksa atau Penanggung Pajak yang akan 

disandera tersebut melarikan diri atau bersembunyi ke luar wilayab kerja Kepala 

Kantor yang menerbitkan Surat Paksa, maka Kepala Kantor dimaksud tetap dapat 

menerbitkan Surat Perintah Penyanderaan dan memerintahkan Jurusita Pajak untuk 

melaksanakan penyanderaan terhadap Penanggung Pajak yang berada di luar wilayab 

kerjanya. Penyanderaan dilaksanakan dengan meminta bantuan Kepala Kantor yang 

wilayah kerjanya merupakan tempat kedudukan, tempat keberadaan, atau tempat 

persembunyian Penanggung Pajak yang akan disandera. Bantuan tersebut dapat 

berupa: 

a. Keterangan dan informasi tentang keberadaan Penanggung Pajak yang 

dimaksud. 

b. Memperbantukan Jurusita Pajak dan menyediakan saksi. 

35 Bentuk surat permintaan bantuan ditetapkan dalam Lampiran III dan IV Keputusan 
Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-218/PJi2003. 
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c. Koordinasi dengan aparat Pemerintah Daerah/ Kepolisian setempat. 

d. Sarana dan prasarana yang diperlukan untuk pelaksanaan penyanderaan. 

Apabila Penangggung Pajak yang disandera meno\ak untuk menerima Surat 

Perintah Penyanderaan, Jurusita Pajak meninggalkan Surat Perintah Penyanderaan 

dimaksud di tempat kedudukan Penanggung Pajak dalam hal ini bisa di tempat 

tinggal atau temp at bekerja. T indakan ini dicatat dalam Berita Acara Penyampaian 

Surat Perintah Penyanderaan bahwa Penanggung Pajak tidak mau menerima Surat 

Perintah Penyanderaan. Dengan demikian maka Surat Perintah Penyanderaan 

dianggap telah diterima serta sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat. 

Setelah melaksanakan penyanderaan dan menitipkan Penanggung Pajak yang 

disandera di Rumah T ahanan Negara maka Jurusita Pajak membuat Berita Acara 

Penyanderaan36 yang ditandatangani oleh Jurusita Pajak, kepala tempat penyanderaan 

(dalam hal ini Kepala Rumah Tahanan Negara), dan saksi-saksi. Berita Acara 

Penyanderaan merupakan syarat formal sahnya penyanderaan dan berfungsi sebagai 

Berita Acara serah terima Penanggung Pajak yang disandera dari Jurusita Pajak 

kepada kepala tempat penyanderaan. Berita Acara Penyanderaan paling sedikit 

memuat: 

a. Nomor dan tanggal Surat Perintah Penyanderaan. 

b. Izin tertulis Menteri Keuangan atau Gubernur. 

c. Identitas Jumsita Pajak. 

36 Bentuk formulir Berita Acara Pelaksanaan Penyanderaan sebagaimana ditetapkan dalam 
Lampiran V Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-218/PJ/2003. 
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d. Identitas Penanggung Pajak yang disandera. 

e. Tempat penyanderaan. 

f Lainanya penyanderaan, dan 

g. Identitas saksi penyanderaan. 

Salinan Berita Acara (Pelaksanaan) Penyanderaan disampaikan kepada Kepala 

Rumah Tahanan Negara, Penanggung Pajak yang disandera, Bupati/ Walikota Kepala 

Daerah di mana Penanggung Pajak yang disandera bertempat tinggal, sesuai Kartu 

Tanda Penduduk/ Paspor. Penyanderaan tidak boleh dilaksanakan apabila 

Penanggung Pajak sedang beribadah atau sedang mengikuti sidang resmi, atau sedang 

mengikuti Pemilihan U mum. 

Biaya penyanderaan dibebankan kepada Penanggung Pajak yang disandera 

dan diperhitungkan sebagai Biaya Penagihan Pajak. Biaya penyanderaan dibayar 

terlebih dahulu oleh Departemen Keuangan. Termasuk dalarn biaya penyanderaan, 

antara lain biaya hidup selama dalam penyanderaan di rumah tahanan negara dan 

biaya penangkapan dalam hal Penanggung Pajak rnelarikan diri dari tempat 

penyanderaan. 

3.1.2. Pelaksanaan Penyanderaan 

Berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan maka Kepala Ru.mah Tahanan 

Negara wajib rnenerirna Penanggung Pajak yang disandera. Tempat penyanderaan di 

dalam rumah tahanan negara dipisahkan dengan tempat tahanan tersangka tindak 

pidana. Pemisahan dilakukan berdasarkan jenis kelamin Penanggung Pajak yang 

disandera. Apabila Penanggung Pajak yang disandera berada dalam kondisi tertentu, 
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antara lain sakit keras, mengidap sakit menular, atau mengidap gangguan jiwa maka 

Kepala Rumah T ahanan Negara harus memperhatikan penempatannya. 

Penerirnaan I ;nanggung Pajak yang disandera dicatat dalarn buku registeras1 

daftar Penanggung Pajak yang disandera. Dalam penerimaan Penanggung Pajak, 

beberapa ha1 yang harus dilakukan adalah: 

1 . Penelitian surat sebagai dasar penyanderaan. 

2. Pencocokan nama Penanggung Pajak yang disandera. 

3. Penggeledahan bad.an atau barang. 

4. Pengambilan sidik jari. 

5. Pengambilan foto. 

6. Pemeriksaan kesehatan oleh dokter/ paramedic rumah tahanan negara. 

Penggeledahan Penanggung Pajak dilakukan oleh petugas sesuai etika 

penggeledahan yang telah ditentukan. Apabila yang disandera adalah wanita maka 

yang melakukan penggeledahan petugas wanita, atau dapat dilakukan oleh polisi 

wanita atau istri petugas. Semua barang atau uang yang diperoleh dari penggeledahan 

dicatat dalam register khusus dan ditandatangani oleh Petugas dan Penanggung Pajak 

yang disandera. Apabila ditemukan barang berbahaya atau barang terlarang, maka 

barang tersebut dapat dirampas atau dimusnahkan berdasarkan peraturan perundang­

undangan yang berlaku. 

Setiap Penanggung Pajak yang disandera yang dititipkan di dalam rumah 

tahanan negara wajib dirawat oleh petugas rumah tahanan negara dengan 

memberikan makanan, tempat tidur, pelayanan kesehatan baik jasmani maupun 
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rohani dan keperluan lainnya. Dalam hal tertentu, Penanggung Pajak yang disandera 

dapat menyediakan fasilitas terbatas yang layak untuk kebutuhannya sendiri dalam 

rumah tahanan negara seteiah mendapat persernjuan dari Kepaia Rumah Tahan ... n 

Negara. 

Hak-hak yang dimiliki Penanggung Pajak yang disandera selama dalam 

penyanderaan antara lain yaitu : 

a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya ma.sing-ma.sing 

di <la.lam rumah tahanan negara. 

b. Memperoleh pelayanan kesehatan yang layak sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. 

c. Mendapat m.akanan yang layak termasuk menerima kiriman makanan dari 

keluarga. 

d. Memperoleh bahan bacaan dan informasi atas biaya sendiri. 

e. Menerima kunjungan rohaniawan dan dokter pribadi atas biaya sendiri setelah 

mendapat izin dari Kepala Rumah Tahanan Negara. 

f. Menerima kunjungan keluarga, pengacara, dan sahabat. 

g. Menyampaikan keluhan tentang perlakuan petugas kepada Kepala Rumah 

Taha.nan Negara a.tau Kepala Kantor. 

Selama dalam nunah ta.ha.nan negara, Penanggung Pajak yang disandera tidak 

dikenakan wajib kerja dan <la.pat mengikuti kegiatan pembinaan jasmani atau rohani 

yang diselenggarakan oleh rumah tahanan negara. Pelaksanaannya diatur Kepala 

Rumah Taha.nan Negara. 
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Penanggung Pajak yang disandera berhak mendapat kunjungan keluarga, 

pengacara, dan sahabat setelah mendapat izin'' dari Pejabat, paling banyak 3 (tiga) 

kali dalam serninggu se\ama 30 (tiga puluh) men., untuk setiap kali kunjungan. 

Petugas meneliti, mencatat izin kunjungan, dan memeriksa barang yang dibawa oleh 

pengunjung. Apabila terdapat barang yang dilarang untuk dibawa yang ditetapkan 

oleh Kepala Rumah Tahanan Negara, petugas langsung menyimpan barang tersebut 

dan dikembalikan setelah pengunjung keluar dari rumah tahanan negara. 

Setiap Penanggung Pajak yang disandera berhak mendapatkan perawatan 

kesehatan yang layak. Perawatan kesehatan dilakukan oleh dokter/ paramedis rumah 

tahanan yang bertugas. Untuk itu Kepala Rumah Tahanan Negara dapat melakukan 

kerja sama dengan rumah sakit. Bila sakit yang diderita keras dapat dirawat di rumah 

sakit di luar rumah tahanan negara setelah mendapat izin tertulis38 dari Kepala Kantor 

yang menyandera. Namun bila sakit keras mendadak yang memerlukan tindakan 

cepat, petugas dapat segera membawa ke rumah sakit/ klinik kesehatan terdekat dan 

rnemberitahukan kepada Kepala Kantor yang bersangkutan serta kepolisian untuk 

pengawalan. Ketentuan ini berlaku juga bagi sandera yang menderita gangguan jiwa. 

Masa perawatan medis di luar rumah tahanan negara tidak dihitung sebagai masa 

penyanderaan. 

37 Bentuk surat izin sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VI Keputusan Direktur Jenderal 
Pajak Nomor KEP-218/PJ/2003. 

38 Bentuk surat izin sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VU Keputusan Direktur 
Jenderal Pajak Nomor KEP-218/PJ/2003. 
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Apabila Penanggung Pajak yang disandera meninggal dunia di rumah tahanan 

negara karena sakit, Kepala Rumah Tahanan Negara segera memberitahukan kepada 

pejabat yang menyt 1dera dan keluarga dari Penanggung Pajak yang disandera 

disertai berita acara kematian. Pemberitahuan tersebut disampaikan secara tertulis 

kepada Direktur Jenderal Pajak, Direktur Jenderal Permasyarakatan, Kepala Kantor 

Wilayah Departemen Kehakiman dan Rak Asasi Manusia, serta Kepolisian. Barang 

atau uang milik Penanggung Pajak yang disandera diserahkan kepada keluarganya 

dengan tanda bukti penerimaan. 

Se lain hak-hak yang dimiliki oleh Penanggung Pajak yang disandera, ada pula 

tata tertib dan kewajiban yang hams dilaksanakan selama penyanderaan seperti 

mematuhi tata tertib dan disiplin dalam rumah tahanan negara. Sesuai dengan sifat 

penyanderaan yang penempatannya di tempat tertutup dan terasing dari masyarakat 

dan mempunyai pengamanan dan pengawasan yang memadai, maka setiap 

Penanggung Pajak yang disandera dilarang membawa telepon genggam, pager, 

komputer, atau peralatan elektronik lain yang dapat digunakan menghubungi 

seseorang diluar rumah tahanan negara. 

Pelanggaran tata tertib dan disiplin dalam rumah tahanan berakibat Kepala 

Rumah Tahanan Negara memerintahkan pemeriksaan terhadap Penanggung Pajak 

yang disandera dan jika terbukti melakukan pelanggaran maka akan diberitahukan 

kepada Kepala Kantor, dan jika pelanggaran tersebut merupakan suatu tindak pidana 

maka diberitahukan kepada Kepolisian terdekat. 
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Apabila sandera melarikan diri dari tempat penyanderaan dalam masa 

penyanderaan, maka akan disandera kembali yang terlebih dahulu dilakukan 

penangkapan dengan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan yang diterbitka1 

pertama kali terhadapnya dengan kewajiban membayar biaya yang timbul karena 

pelarian tersebut. Masa penyanderaan kembali adalah sama dengan masa 

penyanderaan menurut Surat Perintah Penyanderaan yang dahulu diterbitkan 

terhadapnya dengan memperhitungkan masa penyanderaan yang telah dijalani 

sebelum Penanggung Pajak melrikan diri. Dan selama masa pelarian tersebut tidak 

dihitung sebagai masa penyanderaan. 

Adapun penghentian penyanderaan dilakukan dengan melepaskan Penanggung 

Pajak yang disandera apabila : 

a. Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak telah dibayar lunas. 

b. Jangka waktu yang ditetapkan dalam Surat Perintah Penyanderaan itu telah 

terpenuhi. 

c. Berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum 

tetap, a.tau 

d. Berdasarkan pertimbangan tertentu dari Menteri a.tau Gubemur Kepala 

Daerah Tingkat I. 

Pembayaran Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dibayar di tempat pembayaran 

a.tau penyetoran pajak yang sudah ditentukan dan pembayaran ini akan mendapat 

bukti pembayaran berupa Surat Setoran Pajak (SSP) yang oleh wajib pajak digunakan 

untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara 
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melalui Kantor Pos dan atau bank Badan Usaha Milik Negara atau bank Badan Usaha 

milik Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. 

Dengan rnemenuhi persyaratan pelunasan yang bern, a salinan atau fotokop1 bukti 

pembayaran/ pelunasan Utang Pajak/ Biaya Penagihan Pajak lembar pertama yang 

dilegalisasi oleh tempat pembayaran pajak yang bersangkutan maka Penanggung 

Pajak yang disandera akan dilepaskan. 

Demikian juga Penanggung Pajak yang disandera tersebut akan dilepaskan, 

jika menunjukkan syarat putusan pengadilan yang telah mernpunyai kekuatan hukum 

yaitu berupa salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum 

tetap yang dilegalisasi oleh pengadilan yang bersangkutan. 

Pelepasan sandera dapat dilakukan apabila ada pertirnbangan dari Menteri 

Keuangan atau Gubernur, antara lain Penanggung Pajak rnenyatakan akan melunasi 

Utang Pajak, tetapi berdasarkan bukti yang disampaikan tidak dapat melaksanakan 

pelunasan utang pajak tersebut tanpa meninggalkan tempat penyanderaan, atau dalam 

hal Penanggung Pajak menderita sakit berat sehingga memerlukan perawatan dalam 

jangka waktu yang lama di luar tempat penyanderaan. Pertimbangan tersebut 

berdasarkan Surat Rekomendasi/ Surat Pemberitahuan Menteri Keuangan kepada 

Direktur Jenderal Pajak dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut : 

a. Penanggung Pajak sudah membayar Utang Pajak 50 % atau lebih dari jumlah 

Utang Pajak/ sisa Utang Pajak, dan sisanya akan dilunasi dengan angsuran. 
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b. Penanggung Pajak sanggup melunasi Utang Pajak dengan menyerahkan harta 

kekayaannya yang sama nilainya dengan Utang Pajak dan Biaya Penagilian 

Pajak untuk '- ,tindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

c. Penanggung Pajak telah berumur 75 tahun atau lebih, atau 

d. Untuk kepentingan perekonomian negara dan kepentingan urnum. 

Apabila kriteria untuk memperoleh rekomendasi dari Menteri Keuangan telah 

dipenuhi, Kepala Kantor menyampaikan usul permohonan rekomendasi ke Menteri 

Keuangan rnelalui Direlctur Jenderal Pajak up. Direktur Pemeriksaan, Penyidikan, dan 

Penagihan Pajak disertai fotokopi SSP/ Surat Jaminan bank/ surat pemyataan 

penyerahan harta kekayaan Penanggung Pajak dan dokumen atau keterangan lain 

yang berkaitan dengan usulan tersebut. Setelah Menteri Keuangan memberikan 

rekomendasi/ pemberitahuan tertulis39 melalui Direktur Jenderal Pajak up. Direktur 

Pemeriksaan, Penyidikan, dan Penagihan Pajak segera mengirimkannya kepada 

Kepala Kantor yang bersangkutan dengan kurir atau pos kilat tercatat atau pos kilat 

khusus. 

Pemberitahuan tertulis pelepasan sandera disampaikan oleh Pejabat kepada 

kepala tempat penyanderaan sebagaimana tercantum dalam Surat Perintah 

Penyanderaan. Kepala Kantor wajib memberitahukan secara tertulis dalam jangka 

waktu paling lama 24 jam kepada Kepala Rumah Tahanan Negara apabila 

39 Bentuk surat pemberitahuan pelepasan ditetapkan dalam Lampiran VTII Keputusan 
Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-2l8/PJ/2003. 
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Penanggung Pajak akan dilepas dari penyanderaan sejak diterimanya salah satu 

persyaratan pelepasan sandera diatas. 

Pe\epasan karena terpenuhi jangka waktu penyanderaan ditetapkan ·.eh 

Kepala Rumah Tahanan Negara dengan menghitung dan menentukan tanggal 

pelepasan Penanggung Pajak yang disandera berdasarkan Surat Perintah 

Penyanderaan. Apabila sandera telah dilepaskan maka kepala tempat penyanderaan 

segera memberitahukan secara tertulis kepada Pejabat. 

Apabila Penanggung Pajak tidak setuju dengan pelaksanaan Penagihan Pajak 

dengan penyanderaan, gugatan hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri. 

Walaupun penyanderaan tidak masuk dalam lingkup hukum publik (hukum pidana) 

narnun prosedur dan pelaksanaannya memiliki kemiripan dengan prosedur 

penangkapan atau penahanan dalam perkara atau kasus pidana sedemikian gugatan 

terhadap pelaksanaan penyanderaan diajukan ke pengadilan umum layaknya 

permohonan pra peradilan dalarn hukum acara pidana. 

Apabila gugatan mengenai pelaksanaan penyanderaan dikabulkan oleh 

pengadilan umum maka wajib pajak dapat mengajukan permohonan ganti kerugian 

dan rehabilitasi nama baik kepada Dirjen Pajak dengan mendasarkan pada Peraturan 

Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000. Ganti kerugian yang ditanggung oleh Ditjen 

Pajak dalam pelaksanaannya mirip dengan prosedur pelaksanaan Surat Ketetapan 

Imbalan Bunga ( SKIB ) dan Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga ( SPMlB ) 

sebagaimana diatur dalam Ketentuan Umum Perpajakan. 
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Dan gugatan penanggung pajak ini tidak dapat diajukan setelah rnasa 

penyanderaan berakhir. Jika gugatannya dikabuikan dan putusan pengadilan telah 

mempunyai kekuatan hukum tetap, Penanggunf Pajak dapat memohon rehabihtasi 

nama baik dan ganti rugi atas masa penyanderaan yang telah dijalaninya. 

Permohonan rehabilitasi nama baik dan ganti rugi diajukan secara tertulis 

dalam Bahasa lndonesia kepada Pejabat yang menerbitkan Surat Perintah 

Penyanderaan dan dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut : 

a. Putusan Pengadilan 

b. Surat Perintah Penyanderaan 

c. Surat Pemberitahuan Pelepasan Penanggung Pajak yang disandera. 

Rehabilitasi nama baik dilaksanakan oleh Pejabat dalam bentuk 1 (satu) kali 

pengurnurnan pad.a media cetak harian yang berskala nasional/ regional/ lokal dengan 

ukuran yang memadai yang dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak 

diterimanya permohonan Penanggung Pajak. 

Sedangkan besarnya ganti rugi adalah Rp 100.000,00 ( seratus ribu rupiah ) 

setiap hari selama masa penyanderaan yang telah dijalaninya. Ganti rugi diberikan 

paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan Penanggung Pajak. 

Mengenai ta.ta cara pemberian dan perubal1an besamya ganti rugi ditetapkan dengan 

Keputusan Menteri Keuangan. 

Penyanderaan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya 

utang pajak dan terhentinya pelaksanaan penagihan pajak. Berdasarkan peraturan 

perundang-undangan perpajakan, utang pajak dihapus apabila sudah dibayar lunas 
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atau karena daluwarsa. Dengan dernikian, penyanderaan Penanggung Pajak tidak 

mengakibatkan hapusnya utang pajak. Oleh karena itu, sekalipun terhadap 

Penanggung Paj, ~ telab dilakukan penyanderaan, tindakan penagihan pajak tidak 

terhenti dan tetap dilaksanakan. 

Demikian prosedur pelaksanaan penagihan pajak dengan penyanderaan. Hal 

ini dinilai cukup efektif untuk rneningkatkan kesadaran wajib pajak untuk mernbayar 

pajak. 

3.2. Studi Pelaksanaan Penyanderaan oleh Dirjen Pajak atas Utang Pajak di 

Indonesia 

Sejak 2003 Dirjen Pajak sudah rnelakukan beberapa penyanderaan terhadap 

wajib pajak yang dianggap memenuhi kriteria penanggung pajak yang dapat di 

sandera. Penyanderaan bad.an ( Gijzeling ) yang sudah dilaksanakan, diantaranya 

diterapkan terhadap Jasman Liem ( seorang Warga Negara Indonesia ) dan M 

Greenswood ( seorang warga negara Inggris ).4° Contoh lain penerapan gijzeling di 

Indonesia salah satunya yaitu dilakukan pada PT. Karaha Bodas Company. 

Karaha Bodas Company ( selanjutnya disebut KBC ) adalah anak perusahaan 

Pertamina yang bergerak di bidang proyek pembangunan pembangkit tenaga listrik 

yang berasal dari panas bumi ( geotermal ). Tenaga listrik yang dihasilkan rencananya 

akan dijual ke Perusahaan Listrik Negara (PLN) berdasarkan Energy Sales Contract ( 

.io Pemerintah Kembali Cekal Dela1xm Wajib Pajak, Media Indonesia, Jakarta, 20/02/2004. 
internet: www.google.com 
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ESC ). Berdasarkan kontrak kerja sama pengelolaan sumur panas bumi untuk 

pembangkit Listrik Tenaga Panasbumi Karaha Bodas Company di Gantt, Jawa Barat, 

yang telah ditandatangani, maka PT Karaha Bodas Company diwakih oleh Ketiga 

orang yang bemarna inisial LPS (warga negara Indonesia) , RDMC (warga negara 

Arnerika Serikat) dan MC (warga negara Kanada) sebagai direksi dan komisaris 

sekaligus pemegang saham KBC. 

Proyek ini rnengalarni persoalan saat Indonesia rnengalami krisis rnoneter 

tahun 1997. Kala itu berdasarkan keputusan presiden (keppres), pemerintah 

rnemutuskan rnembatalkan proyek Karaha Bodas. Meski di kemudian hari keppres 

mengalami revisi, proyek Karaha Bodas tetap tidak dilanjutkan. 

Tahun 1999 proyek yang terbengkalai mulai dipermasalahkan KBC. Setelah 

kasus KBC diproses, berdasarkan gelar perkara Karaha Bodas oleh Komisi 

Pernberantasan Korupsi ( KPK ), Direktorat Jenderal ( Ditjen) Pajak rnelihat adanya 

pelanggaran pajak yang dilakukan oleh KBC. Dari sisi perpajakan, ada tiga hal yang 

rnendapat perhatian Dirjen Pajak sehingga Ditjen Pajak akan rnernberlakukan sanksi 

kepada sejumlah pemegang saham perusahaan itu termasuk sanksi paksa badan 

(gijzelling). Dirjen Pajak Hadi Purnomo menyebutkan, tiga hal itu adalah pertama, 

adanya tindak pidana perpajakan oleh KBC untuk tahun buku 1998. Pada tahun 1998, 

ada surat dari manajemen KBC yang meminta penundaan pemasukan surat 

pemberitahuan (SPT) pajak. Pada 31 Maret 1999, kantor pajak mengeluarkan 

keputusan penundaan khusus untuk tahun buku 1998, tapi sarnpai dengan batas 

waktunya KBC tidak pemah memasukkan SPT itu. Akibat kelalaian itu, kerugian 
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keuangan negara mencapai sekitar 21 juta dolar AS dan kepada pelanggarnya ada 

ancaman kurungan enam tahun penjara. 

Pelanggaran kedua adalah adanya .,urat Ketetapan Pajak Kurang Bayar 

(SKPKB) untuk tahun 2000 atas obyek pajak penghasilan yaitu adanya putusan 

pengadilan di Amerika Serikat. Putusan pengadilan itu memberi penghasilan kepada 

KBC sebesar sekitar 291 juta dolar AS. Dengan tambahan penghasilan itu berarti ada 

tambahan setoran pajak yang harus dibayar KBC sebesar sekitar 121 juta dolar AS, 

meskipun belum ada pembayaran, tetapi tagihan itu tetap merupakan tambahan 

penghasilan bagi KBC. 

Pelanggaran ketiga adalah adanya tunggakan pajak pertambahan nilai (PPN) 

hingga mencapai Rpl2 miliar yang belum dibayar. Akibat pelanggaran ini, maka 

kepada pihak-pihak terkait yaitu sejumlah pemegang saham, akan dikenakan sanksi 

paksa badan (gijzelling) karena tunggakannya di atas Rpl00 miliar. Gijzeling akan 

dikenakan kepada semua pihak terkait baik WNI rnaupun WNA. WNA yang sudah 

keluar dari Indonesia akan diupayakan untuk diekstradisi sehingga dapat dikenai 

sanksi itu.41 

Jadi pada Mei 1998 KBC menunggak pajak sebesar US$ 21 juta. Pada 1999 

juga diketahui adanya tunggakan sebesar Rp 12 miliar. Berdasarkan akumulasi dari 

pajak pertambahan nila~ pajak panghasilan pasal 25 (PPh Tahunan) dan PPh pasal 

26, nilai tunggakan pajak sampai 2000 mencapai US$ 126 Juta. Jumlah ini 

4 t Hadi Pumomo, Dirjen Pajak: KBC Lakukan Sejumlah Pelanggaran Pajak, Fiskal News, 
Jakarta, 12/11/2004. internet: www.hukumonline.com 
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dicantumkan dalam Surat Keterangan Pajak Kurang Bayar dan sudah diserahkan ke 

KBC. 

1\ndakan yang dilakukan oleh Dit_ien Pajak sebagai lembaga pelaksanaan 

pajak, yang merupakan bagian dari Departemen Keuangan, melakukan tindakan 

penyanderaan terhadap para pemegang saham KBC. Tindakan penyanderaan ini 

semata-mata dilakukan oleh pemerintah (fiskus) untuk menahan (sandera), karena 

penanggung pajak tidak membayar utang pajaknya, jadi penyanderaan adalah salah 

satu upaya law enforcement pemerintah untuk menagih pajak. 

Berdasarkan Surat Keterangan Pajak Kurang Bayar itulah, Ditjen Pajak 

mengeluarkan surat paksa badan kepada direksi KBC agar yang bertanggung jawab 

tidak lari karena Ditjen Pajak juga menemukan indikasi pelanggaran tindak pidana 

perpajakan yang dilakukan KBC. Ditjen Pajak pun sudah menerbitkan Surat 

Pemberitahuan Dilakukan Penyidikan kepada kepolisian dan kejaksaan.42 

Sernentara itu, Tenaga Pengk:aji Pembina.an Sumber Daya Manusia Direktorat 

Jenderal Pajak Djangkung Sujarwadi mengatakan, pada 12 November 2004 Ditjen 

Pajak telah menerbitkan surat perintah penagihan pajak seketika dan sekaligus.43 

Hal ini dilakukan karena KBC sendiri melakukan pelanggaran pajak dengan 

tidak mernbayar pajak dalam jumlah besar, clan diragukan itikad baiknya. Atas 

pelanggaran tersebut, KBC sebagai penunggak pajak berbentuk bad.an yang non 

42 Amal Ihsan, Pemerintah Paksa Badan Tiga Orang Direksi Karaha Bodas, 17 November 
2004. internet:www.tempo.co.id 

43 Depkeu Keluarkan Perintah 'Gijzeling 'bagi KBC, Ekonomi dan Bisnis, 18 November 
2004. internet: www.kompas.com 
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kooperatif memperoleh teguran dan sanksi paksa badan dari Dirjen Pajak. Dimana 

paksa badan ini dilakukan tehadap direksi dan para pemegang sahamnya. 

Dalarn pelaksanaan penyanderaan ini ada beberapa hal yang perlu 

diperhatikan antara lain yaitu tindakan KBC yang tidak memasukkan SPT 

merupakan tindak pidana perpajakan dimana dilakukan dengan sengaja maka sesuai 

Pasal 39 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 diancam pidana maksimal 6 tahun 

penjara. Belum lagi menunggak pajak: PPh dan PPN mernpakan pelanggaran dalam 

bidang perpajakan yang merngikan negara. Permasalahan yang utama KBC 

mempunyai utang pajak yang belum dibayar sebesar US$ 125 juta (Rp 1,125 triliun, 

kurs Rp 9000) dan Rp 12 milliar.44 Setelah dikirimkan Surat Perintah Penagihan 

Seketika dan Sekaligus, KBC tetap belum membayar utang pajaknya. Maka 

dikeluarkan Surat Paksa yang kekuatan hukumnya sama dengan putusan hakim 

perdata. Dan jika tidak mendapatkan hasil maka setelah lewat waktu 14 hari dari 

tanggal Surat Paksa diberitahukan kepada KBC Ditjen Pajak: mengupayakan 

penagihan pajak dengan penyanderaan. 

Jika dirinci lebih mendalam, permasalahan berikutnya adalah diragukannya 

itikad baik KBC. Hal ini nampak jelas dari tindak:an KBC yang meminta penundaan 

SPT, dan setelah dikabulkan sampai batas waktunya habis tapi SPT tersebut tidak 

pemah dimasukkan. Kemudian KBC juga tidak menampilkan company profile 

dengan jujur, buktinya KBC dengan sengaja tidak melaporkan hasil kegiatan 

44 PT Karaha Bodas Company (KBC) Tidak Membayar Pajak Sebesar Rp l, 125 Triliun 
Lebih, Media Indonesia, 11 Nopember 2004. 
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usahanya yakni hasil dari Pertamina pada Maret 1998 sebesar US$ 14 Juta, dan juga 

penghasilan tambahan yang didapat dari klaim KBC atas Pertamina yang tidak 

diberitahukan sarnpai adanya SKPK.>. Selain itu sesuai dengan lJU Perpajakan, 

SKPKB itu jatuh temponya 30 hari. T etapi karena sudah ada indikasi dia lakukan 

tindak pidana yang lain, membubarkan diri (kegiatan KBC tidak ada), maka 

pelaksanaan penagihan pajak KBC hams dipercepat.45 Hal ini didukung pula dengan 

beberapa pemegang saham KBC yang ikut bertanggung jawab atas pembayaran pajak 

sudah keluar dari Indonesia, yaitu RDMC (warga negara Amerika Serikat) dan MC 

(warga negara Kanada), sebagai direksi dan komisaris KBC, berdasarkan audit Badan 

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ada tunggakan pajak sebesar Rp 

12,2 miliar yang hams ditanggung oleh ketiganya.46 

Potensi kerugian negara akibat tindak pidana pajak yang dilakukan ketiga 

orang ini mencapai Rp 49 miliar. Oleh karena itu Polri juga sudah memanggil RDMC 

dan MC melalui Kedutaan Besar AS dan Kanada agar bisa hadir untuk penyidikan 

tindak pidana pajak. Untuk itu pemerintah akan mengirimkan red notice kepada 

Pemerintah AS untuk ekstradisi warga asing tersebut. 

Dengan utang pajak yang lebih dari Rp 100 juta dan diragukan itikad baiknya 

maka sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 UU Nomor 19 Tahun 2000 yang 

menyebutkan syarat-syarat dapat dilakukaannya penyanderaan, maka salah seorang 

45 Depkeu Keluarkan Perintah 'Gijzeling' bagi KBC, foe cit. 

46 Abdi Purnomo, Komisaris PT KBC disandera di LP Cipinang. 24 November 2004. internet 
: www.tempo.com 
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pemegang saham PT Karaha Bodas Company, yang pernah menandatangani kontrak 

kerja sama pengelolaan sumur panas bumi untuk pembangkit Listrik Tenaga 

Pana~Jltmi Karaha Bodas Company di Garnt, Jawa Barat, LPS, Selasa (23/11), mulai 

menjalani penyanderaan (gijzeling/paksa badan) di Blok H III Lembaga 

Pemasyarakatan Cipinang, Jakarta Timur.47 

Penyanderaan terhadap pengusaha LPS ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal 

(Ditjen) Pajak Departemen Keuangan bersama dengan Mabes Polri berdasarkan Surat 

Perintah Penyanderaan (SPP) yang dikeluarkan Direktur Jendera1 Pajak Hadi 

Purnomo, pada Senin, 22 November 2004. Sebelumnya Menteri Keuangan Jusuf 

Anwar telah mengeluarkan izin kepada Ditjen Pajak untuk melakukan penyanderaan 

atas LPS pada Jumat, 12 November 2004. 

LPS dibawa dari tempat tinggalnya di Jakarta Selatan dan pukul 15.00 WIB 

dan dimasukkan ke Blok H III LP Cipinang. Lokasi penyanderaannya digabung 

bersarna dua wajib pajak lainnya yang telah disandera, yaitu JL (warga negara 

Indonesia) dan MMG (warga negara lnggris). 

Setelah disandera Penunggak pajak berinisal LSP tersebut telah dibebaskan 

dari paksa badan (gijzeling) pada Senin, 29 November 2004. Menurut Dirjen Pajak 

Hadi Purnomo, LSP telah membayar tunggakan pajaknya sebesar Rpl,2 miliar. 

47 Ibid 
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Sebelumnya, awal pekan lalu LSP yang menjadi pemegang saharn di Karaha Bodas 

Company, menjalani paksa badan di LP Cipinang.-i.8 

Tindakan Dirjen Pajak yang menyandera direksi KBC deng ,11 tujuan agar 

utang pajak dan biaya penagihan pajak dilunasi adalah tindakan yang sangat tepat 

mengingat kedudukan Ditjen Pajak sebagai lembaga pelaksanaan pajak. Tindakan ini 

dapat dikatakan sebagai cennin kepastian hukum di bidang perpajakan. Jika kepastian 

hukum ditegakkan, maka kepercayaan masyarakat terhadap perpajakan di Indonesia 

akan semakin besar. Dengan demikian tujuan dari dilakukannya penyanderaan yakni 

untuk kepastian hukum dan keadilan. Darnpak dari hal ini meningkatnya penerirnaan 

pajak. 

Penyaderaan sebenarnya tidak untuk menakut-nakuti wajib pajak. Tindakan 

hukum itu dilakukan sesuai peraturan agar wajib pajak membayar utangnya. Dengan 

melihat antusiasme dan kepatuhan masyarakat, diharapkan suatu saat penyanderaan 

tak diperlukan lagi. Dengan diberlakukan dan diterapkannya penyanderaan dapat 

dilihat bahwa ada ketegasan dalam penegakan hukum di Indonesia yang 

menunjukkan kepastian hukum di negeri ini. Hal mi tidak hanya dibutuhkan 

masyarakat Indonesia, tetapi juga masyarakat intemasional. 

Meskipun ada kekhawatiran bahwa tindakan gijzeling kepada pengusaha 

asing akan membuat mereka jera dan tidak mau berusaha di Indonesia. Padahal, kita 

sedang mengharapkan masuknya modal asing untuk mengangkat perekonomian 

-l1l Pemegang Saham KBC Dihebaskan dan· Gijzeling, 29 November 2004. Internet: 
\VWW.yahoo.com 
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negeri ini dari keterpurukan. Namun dengan menunjukkan sikap tegas, sepanjang itu 

didasarkan pada peraturan yang berlaku dan diterapkan secara benar dan cermat, hal 

ini justru akan meningkatkan kepe1 .;ayaan diri masyarakat internasional kepada 

Indonesia bahwa ada kepastian di Indonesia. 

Ancaman paksa badan diharapkan bisa dijadikan pelajaran berharga untuk 

wajib pajak agar tetap patuh melakukan kewajibannya, yakni mengisi surat 

pemberitahuan pajak tahunan dengan benar dan tepat waktu dalam melunasi utang 

pajak. Sebab, pajak merupakan elemen penting dalam pembiayaan anggaran 

pembangunan. "Sekitar 75 persen pendapatan Negara bersumber dari pajak. Maka, 

persentase setoran pajak ini diupayakan terns meningkat. ,,49 

3.3. Permasalahan yang Timbul dalam Pelaksanaan Penyanderaan 

Pelaksanaan penagihan pajak dengan penyanderaan, meskipun dirasa cukup 

efektif dalam meningkatkan _kepatuhan masyarakat tetapi tidaklah mudah. Terutama 

bagi jurusita pajak, masalah yang dihadapi biasanya ditimbulkan oleh sikap wajib 

pajak atau penanggung pajak yang cenderung menghindar atau bersembunyi. Tidak 

jarang penanggung pajak menolak ketika jurusita pajak mendatangi tempat 

tinggalnya, tempat usaha. Tempat kedudukan atau ditempat lain yang termasuk 

penguasaannya untuk menyampaikan surat perintah penyanderaan dan melakukan 

penyanderaan. Penolakan ini berupa penanggung pajak menyuruh orang lain atau 

49 Abdi Pumomo, Ancaman Paksa Badan Naikkcm Setoran Pajak, 23 Maret 2004. internet: 
wv,rw.tempo.com 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENYANDERAAN (GIJZELING) SEBAGAI... WULANDARI SAPUTRI



75 

pegawainya untuk mengatakan bahwa dia sedang tidak berada ditempat atau wajib 

pajak pindah alamat atau jika penanggung pajak dalam bentuk pemsahaan bisa saja 

mere! J mengatakan bahwa bukan rnereka yang menanggung pajak. Dalam hal ini 

biasanya jurusita pajak akan melakukan law enforcement yaitu melaksanakan 

ketentuan tata cara penyanderaan sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa 

meningga\kan upaya pemerintah (fiskus) untuk melakukan penahanan karena 

penanggung pajak tidak membayar utang pajaknya. Bisa jadi wajib pajak mengecoh 

jurusita pajak dengan pergi ke luar negeri dan masih banyak lagi perilaku wajib pajak 

yang menyulitkan jurusita pajak. Alternatif jalan keluar untuk mencegah hal-hal 

demikian adalah pencegahan, bisa juga dengan meminta bantuan kepolisian dan 

kejaksaan. 

Adapaun berbagai macam cara yang dilakukan oleh penanggung pajak yang 

non kooperatif misalnya dengan menampilkan company profile secara tidak jujur, 

akan meninggalkan Republik Indonesia, meleburkan atau melikuidasi diri (bagi 

pemsaahaan), mengalihkan harta kekayaan, dan masih banyak lagi. 

Pennasalahan yang dihadapi lainnya justru ditimbulkan oleh aparat pajak 

dengan sikap yang cenderung melakukan kolusi. Mengenai masih terjadinya 

kebocoran pajak, karena adanya permainan antara oknum aparat pajak dengan 

pengusaha, memang sulit dideteksi. Sebab mereka melakukan dengan sangat hati­

hati. Kebocoran itu umumnya dilakukan untuk seldor usaha informal. so 

50 Tommy D Pajow, Aparat Pajak yang Berkolusi Harns Dthulaim Berat, Jakarta, Sinar 
Harapan. Kamis, 15 April 2004. internet: www.sinarharapan.com 
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Sebenamya inilah tantangan yang harus dihadapi Ditjen Pajak. Mereka harus 

mengubah perilaku dari aparatnya dan kemudian meyakinkan kepada seluruh 

masyarakat bahwa tidak ada lagi negosiasi dalam pernbayaran paj, ~- Wajib pajak 

harus membayarkan kewajiban seperti yang seharusnya dan semua itu kemtldian 

masuk ke kas Negara untuk pemerataan dan membiayai pembap.gunan Negara. Kalau 

aparat pajak tidak mampu mengubah perilakunya maka pelaksanaan paksa badan ini 

justru akan menjadi bumerang, bukan hanya kepada Ditjen Pajak, tetapi juga kepada 

citra baik negara ini. Ditjen pajak harus siap menghadapi tuntutan hukum dari 

pengusaha yang merasa dicemarkan nama baiknya, dan kalau sampai kalah, maka 

salah-salah Negara hams membayar ganti rugi. 51 

Demikian juga dengan penilaian itikad baik dalam melunasi utang pajak oleh 

Dirjen Pajak dalam rangka penyanderaan, membuka peluang penafsiran yang sangat 

lebar dan tidakjelas. Wajib pajak akan cenderung mempermaslahkan penilaian itikad 

baik tersebut melalui upaya yang tersedia yakni gugatan ke Pengadilan Negeri. Hal 

ini tentu saja akan menimbulkan sengketa di Pengadilan dan memakan waktu yang 

lama serta biaya yang tidak sedikit. Hal tersebut akan bermuara pada pemborosan 

bukan pendapatan bagi Negara. 

Sela.in itu juga perangkat peraturan perundang-undangan yang melandasi 

pelaksanaan penyanderaan dalam rangka penagihan pajak masih terdapat celah 

51 Tegakkanlah Hukum seperti Apa Adanya, Tajuk Rencana, Jumat,14 November 2003. 
internet: \VWW.kompas.com 
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hukum (lope holes) yang sangat besar termasuk pula dalam SKB Menteri Keuangan 

dan Menteri Kehakiman Nomor M-02.UM.0l Tahun 2003 dan Nomor 

294/KMK.03/2003, jangan sampai aturan· Juran tersebut hanya rnenjadi aturan yang 

tidak pernah dapat diterapkan. Masalah citra juga penting bagi Ditjen Pajak terhadap 

pelaksanaan gijzeling ini. 52 

Salah satu usulan untuk menutup celah hukum tersebut adalah membuat 

peraturan perundangan dibidang pajak yang mengarahkan perbuatan menunggak 

pajak tanpa ada itikad baik untuk melunasi utang pajak tersebut pad.a tindak pidana 

dalam bidang perpajakan. 

Terhadap pennasalahan-permasalahan yang timbul dalam penagihan pajak 

dengan penyanderaan maka diperlukan upaya-upaya untuk mengantisipasi dan 

menghadapi permasalahan yang timbul tersebut. 

52 Penyanderaan Dalam Rangka Penagihan Pajak, foe cit. 
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4.1. Kesimpulan 

BABIV 

PENUTl'P 

a. "Pada prinsipnya, tanpa menunggu adanya Surat Ketetapan Pajak, pajak 

terntang pada saat timbulnya objek pqjak yang dapat dikenakan pajak. 

Penya...nderaan adalah salah satu upaya law enforcement pemerintah untuk 

menagih pajak dengan menahan pena.nggung pajak dalam hal penanggung 

pajak mempunyai utang pajak dalam jumlah besar Rp 100.000.000.00 

(seratus juta rupiah) atau lebih dan diragukan itikad baiknya tmtuk 

melunasi utang pajak tersebut. 

b. Menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak 

dengan Surat Paksa dalam pasal 33 penyanderaan hanya dapat dilakukan 

berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan yang diterbitkan oleh pejabat 

setelah ada ijin dari Menteri Keuangan, Ditjen Pajak dapat melakukan 

pencegahan da..n penyanderaan setelah lewat waktu 14 hari dari tanggal 

Surat Paksa diberitahukan kepada penanggung pajak dan penanggung 

pajak disandera di rumah tahanan negara dengan masa peuyanderaan 

paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang lagi selama-lamanya 6 

(enarn) bulan. Penyandernan y,mg telah dilakukan tidal<. menga..k:1batkan 

hapusnya utang pajak dan terhentinya pelaksanaan penagihan pajak. 

78 
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4.2. Saran 

a. Upaya mengeJar sasaran penenmaan pajak yang telah dilakukan akan 

lebih baik didukung dengan upaya pencairan tunggakan me 1iui penagihan 

hingga tuntas. Dukungan penyediaan tempat penyanderaan, biaya, dan 

sarana transport yang aman akan sangat membantu pelaksanaan 

penyanderaan. Untuk itu diperlukan peraturan perundangan di bidang 

pajak yang mengatur tentang penyanderaan lebih jelas dan pasti. 

b. Pelaksanaan penagihan pajak secara aktif termasuk penyanderaan oleh 

Ditjen Pajak, pada sisi lain seharusnya diimbangi pula dengan pemberian 

reward bagi wajib pajak yang melaksanakan pemenuhan kewajiban 

pajaknya dengan baik berupa pengurangan utang pajak, pengurangan 

sanksi/ bunga dalam perpajakan. Hal tersebut kemungkinan dapat 

mengurangi adanya tunggakan pajak maupun kolusi antara wajib pajak 

dan petugas pajak. Bagi petugas pajak yang berkolusi atau salah dalam 

menghitung atau menetapkan pajak tidak sesuai dengan Undang-lmdang 

Perpajakan yang berlaku sehingga merugikan negara maka ia dikenakan 

sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undanagan yang berlaku. 
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Petunjuk Pelaksanaan Penyanderaan Dan Pemberian Rehabilitasi 
Nama Baik Penanggung Pajak Yang Disandera 

Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-218/PJ/2003, Tgl. 30-07-2003 
Lampiran: 08178.PDF 

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, 

Menirnbang 

bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan penegakan hukum (law 
Enforcement) di bidang perpajakan yang bertujuan untuk mengamankan 
penerimaan pajak nasional, perlu adanya peningkatan intensi tas 
penagihan pajak secara persuasif maupun represif termasuk pelaksanaan 
penyanderaan pajak, untuk itu perlu ditetapkan Keputusan Direktur 
Jenderal Pajak tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyanderaan dan Pemberian 
Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak Yang Disandera; 

Mengingat 

1. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan 
Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nornor 42; 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 129, Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 3987); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 Tentang Tempat dan 
Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak dan 
Pemberian Ganti Rugi Dalam Rangka Penagihan Pajak (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 249, Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 
4051); 

3. Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan 
Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-
02. UM. 09. 01 Tahun 2003 dan Nomor 294/KMK. 03/2003 tanggal 25 Juni 2003 
tentang Tata Cara Penitipan Penanggung Pajak yang disandera di Rumah 
Tahanan Negara dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa; 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan 

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN 
PENYANDERAAN DAN PEMBERIAN REHABILITASI NAMA BAIK PENANGGUNG PAJAK YANG 
DISANDERA. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini yang dimaksud dengan: 

1. Penanggung Pajak 
bertanggung jawab atas 

adalah orang pribadi a tau 
pembayaran pajak, termasuk 

badan 
wakil 

yang 
yang 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENYANDERAAN (GIJZELING) SEBAGAI... WULANDARI SAPUTRI



menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan 
peraturan perundang-undangan perpajakan. 

2. Tempat penyanderaan adalah rumah tahanan negara yang dijadikan 
tempat pengekangan sementara waktu kebebasan penanggung pajak yang 
terpisah dari tahanan lain. 

3. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pelayanan Pajak atau Kepala 
Kan ~r Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan. 

4. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang 
meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, 
penyitaan dan penyanderaan. 

Pasal 2 

Kriteria Penanggung Pajak yang akan disandera adalah: 

a.Mempunyai utang pajak sekurang-kurangnya sebesar Rp 100. 000. 000, 00 
(seratus juta rupiah); 

b.Diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajak; 

c. Telah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal Surat 
Paksa diberitahukan kepada Penanggung Pajak; dan 

d.Telah mendapat 
Indonesia. 

izin tertulis dari Menteri 

BAB II 
TATA CARA PENYANDERAAN 

Pasal 3 

Keuangan Republik 

(1) Permohonan izin penyanderaan diajukan oleh Kepala Kantor kepada 
Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Pajak u.p. Direktur 
Perneriksaan Penyidikan dan Penagihan Pajak dengan tembusan kepala 
kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang bersangkutan dengan 
memuat: 

a.Identitas Penanggung Pajak yang akan disandera 

b.Jumlah utang pajak yang belum dilunasi, disertai Kartu Pengawasan 
Tunggakan Pajak Penanggung Pajak yang bersangkutan sampai dengan 
tanggal usulan penyanderaan (KP. RIKPA 4 . 3. 1) dan upaya hukum yang 
ditempuh Wajib Pajak/Penanggung Pajak (Keberatan/Peninjauan Kembali, 
Banding, Gugatan, Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung) 

c.Tindakan penagihan pajak, meliputi penagihan pajak persuasif dan 
represif, yang telah dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak/Pajak 
Bumi dan Bangunan dan melampirkan fotokopi Surat Paksa dan Berita Acara 
Penyampaian Surat Paksa. 

d.Uraian tentang adanya petunjuk bahwa Penanggung Pajak diragukan 
itikad baiknya dalam pelunasan utang pajak, meliputi: 
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l.Penanggung Pajak tidak rnerespon hirnbauan untuk rnelunasi utang 
pajak; 

2.Penanggung Pajak tidak menjelaskan/tidak bersedia melunasi 
utang pajak baik sekaligus maupun angsuran; 

3.Penanggung Pajak tidak bersedia menyerahkan hartanya untuk 
melunasi utang pajak; 

4.Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama­
lamanya atau berniat untuk itu; 

5. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki a tau 
yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan 
perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia; 

6.Penanggung Pajak akan 
menggabungkan usahanya, a tau 
memindahtangankan perusahaan yang 
melakukan perubahan bentuk lainnya. 

mernbubarkan badan usahanya 
memekarkan 

dimiliki atau 
usahanya, 

dikuasainya, 

atau 
atau 
atau 

(2) Bentuk Surat Permohonan Ijin Melakukan Penyanderaan sebagaimana 
ditetapkan dalam Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal Pajak. 

Pasal 4 

(1) Direktur Jenderal Pajak u.p. Direktur Pemeriksaan, Penyidikan 
dan Penagihan Pajak setelah menerima izin tertulis dari Menteri 
Keuangan, segera mengirimkan izin tertulis tersebut kepada Kepala 
Kantor yang bersangkutan dengan kurir atau pas kilat tercatat atau pas 
kilat khusus. 

(2) Kepala Kantor menerbitkan Surat Perintah Penyanderaan seketika 
setelah diterimanya izin tertulis dari Menteri Keuangan yang dikirim 
melalui Direktur Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Pajak Kantor 
Pusat Direktorat Jenderal Pajak. 

(3) Bentuk formulir Surat Perintah Penyanderaan sebagaimana 
ditetapkan dalam Lampiran II Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini. 

Pasal 5 

(1) Jurusita Pajak menyampaikan Surat Perintah Penyanderaan langsung 
kepada Penanggung Pajak dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang penduduk 
Indonesia yang tel ah dewasa, dikenal oleh Jurusi ta Pajak dan dapa t 
dipercaya (Kepala Seksi Penagihan, Koordinator Pelaksana Penagihan atau 
aparat Desa/Kelurahan) 

(2) Dalam melaksanakan penyanderaan Jurusita Pajak dapat meminta 
bantuan Kepolisian atau Kejaksaan. 

(3) Dalam hal Penanggung Pajak yang akan disandera tidak dapat 
ditemukan, bersernbunyi atau melarikan diri, Jurusita Pajak melalui 
Kepala Kantor atau atasannya, dapat meminta bantuan Kepolisian atau 
Kejaksaan untuk menghadirkan Penanggung Pajak yang tid.ak d.apat 

ditemukan tersebut 
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(4) Bentuk surat permintaan 
(2) dan ayat (3) ditetapkan 
Direktur Jenderal Pajak ini. 

bantuan sebagairnana dirnaksud dalarn ayat 
dalarn Larnpiran III dan IV Keputusan 

Pasal 6 

(1) Dalarn hal Penanggung Pajak yang akan disandera berada di luar 
wilayah kerja Kepala Kantor yang menerbitkan Surat Paksa, atau 
Penanggung Pajak yang ; ':an disandera tersebut melarikan diri atau 
bersernbunyi ke luar wila}ah kerja Kepala Kantor yang rnenerbitkan Surat 
Paksa, maka Kepala Kantor dimaksud tetap dapat menerbitkan Surat 
Perintah Penyanderaan, dan memerintahkan Jurusita Pajak untuk 
melaksanakan penyanderaan terhadap Penanggung Pajak yang berada di luar 
wilayah kerjanya. 

(2) Dalarn hal Penanggung Pajak yang akan disandera berada di luar 
wilayah kerja Kepala Kantor yang menerbitkan Surat Paksa, Kepala Kantor 
dimaksud dapat meminta bantuan kepada Kepala Kantor yang wilayah 
kerj anya merupakan tempa t kedudukan, tempa t keberadaan, a tau tempa t 
persembunyian Penanggung Pajak yang akan disandera 

(3) Kepala Kantor yang diminta bantuan sebagaimana dimaksud dalarn 
ayat (2) di atas wajib mernberikan bantuan, antara lain: 

a.Keterangan 
dimaksud; 

dan informasi tentang keberadaan 

b.Memperbantukan Jurusita Pajak dan menyediakan saksi; 

Penanggung Pajak 

c.Koordinasi dengan aparat Pemerintah Daerah/Kepolisian setempat; 

d.Sarana dan prasarana yang diperlukan untuk pelaksanaan penyanderaan. 

Pasal 7 

(1) Penyanderaan tetap dapat dilaksanakan terhadap Penanggung Pajak 
yang telah dilakukan pencegahan. 

(2) Penyanderaan tidak boleh dilaksanakan dalam hal Penanggung Pajak 
sedang beribadah atau sedang mengikuti sidang resmi atau sedang 
mengikuti Pemilihan Umum. 

(3) Penyanderaan mulai dilaksanakan pada saat Surat Perintah 
Penyanderaan diterima oleh Penanggung Pajak yang disandera. 

(4) Dalam hal Penanggung Pajak yang disandera rnenolak untuk menerima 
Surat Perintah Penyanderaan, Jurusita Pajak meninggalkan Surat Perintah 
Penyanderaan dimaksud di tempat kedudukan Penanggung Pajak (tempat 
tinggal atau tempat bekerja) dan mencatatnya dalam Berita Acara 
Penyarnpaian Surat Perintah Penyanderaan bahwa Penanggung Pajak tidak 
mau rnenerima Surat Perintah Penyanderaan, dan Surat Perintah 
Penyanderaan dianggap telah diterima serta sah mempunyai kekuatan hukurn 
mengikat. 

(5) Sal.inan Surat Perintah Penyanderaan disampaikan kepada Kepala 
Rurnah Tahanan Negara. 
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Pasal 8 

(1) Jurusita Pajak membuat Berita Acara Pelaksanaan Penyanderaan 
pada saat Penanggung Pajak ditempatkan di Rumah Tahanan Negara yang 
ditandatangani oleh Jurusita Pajak, Kepala Rumah Tahanan Negara dan 
saksi-saksi. 

(2) Bentuk formulir Beri ta Acara 
sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran V 
Pajak ini. 

Pelaksanaan Penyanderaan 
Keputusan Direktur Jenderal 

(3) 

kepada: 
Salinan Berita Acara Pelaksanaan 

a.Kepala Rumah Tahanan Negara; 

b.Penanggung Pajak yang disandera; 

Penyanderaan disampaikan 

c.Bupati/Walikota Kepala Daerah di mana Penanggung Pajak yang disandera 
bertempat tinggal (sesuai KTP/Paspor) 

BAB III 
TATA TERTIB PENYANDERAAN 

Pasal 9 

Penanggung Pajak yang disandera di rumah tahanan negara berhak untuk: 

a.Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing 
di dalam rumah tahanan negara; 

b.Memperoleh pelayanan kesehatan yang layak sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku; 

c.Mendapat makanan yang layak termasuk menerima kiriman makanan dari 
keluarga; 

d.Memperoleh bahan bacaan dan informasi atas biaya sendiri; 

e.Menerimz. kunjungan rohaniwan dan dokter pribadi atas biaya sendiri 
setelah mendapat izin dari Kepala Rumah Tahanan Negara; 

f .Menerima kunjungan keluarga, pengacara dan sahabat setelah mendapat 
izin tertulis dari Kepala Kantor paling banyak 3 (tiga) kali dalam 
seminggu selama 30 (tiga puluh) menit untuk setiap kali kunjungan 
(bentuk surat izin sebagaimana di tetapkan dalam Lampiran VI Keputusan 
Direktur Jenderal Pajak ini); 

g .Menyampaikan keluhan tentang perlakuan petugas kepada Kepala Rumah 
Tahanan Negara atau Kepala Kantor. 

Pasal 10 

(1) Penanggung Pajak yang disandera selama dalam rumah tahanan 
negara wajib rnematuhi tata tertib dan disiplin di rurnah tahanan negara. 
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(2) Penanggung Pajak yang disandera dilarang membawa telepon 
genggam, pager, komputer, atau peralatan elektronik lain yang dapat 
digunakan menghubungi seseorang di luar rumah tahanan negara. 

(3) Jika terbukti Penanggung Pajak yang disandera melakukan 
pelanggaran tata tertib dan disiplin, Kepala Rumah Tahanan Negara 
memberitahukan kepada Kepala Kantor atau kepada Kepolisian terdekat. 

Pasal 11 

(1) Dalam hal Penanggung Pajak yang disandera menderita sakit keras, 
dapat dirawat di rumah sakit di luar rumah tahanan negara setelah 
memperoleh izin tertulis dari Kepala Kantor yang menyandera (bentuk 
surat izin sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VII Keputusan Direktur 
Jenderal Pajak ini). 

(2) Dalam hal Penanggung Pajak yang disandera menderita sakit keras 
mendadak, yang memerlukan tindakan cepat, petugas rumah tahanan negara 
dapat segera membawa ke rumah sakit/klinik kesehatan terdekat dan 
memberitahukan kepada Kepala Kantor yang bersangkutan serta kepolisian 
untuk pengawalan. 

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) di 
atas, berlaku juga bagi Penanggung Pajak yang disandera yang menderita 
gangguan jiwa. 

(4) Ma.sa perawatan medis di luar rumah tahanan negara sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) dan (2) di atas, tidak dihi tung sebagai masa 
penyanderaan. 

Pasal 12 

(1) Dalam hal Penanggung Pajak yang disandera meninggal dunia di 
rumah tahanan negara karena saki t, Kepala Rumah Tahanan Negara segera 
memberitahukan kepada Pejabat yang menyandera dan keluarga dari 
Penanggung Pajak yang disandera disertai berita acara kematian. 

(2) Pemberitahuan dan berita acara 
tertulis kepada Direktur Jenderal 
Permasyarakatan, Kepala Kantor Wilayah 
Asasi Ma.nusia serta Kepolisian. 

kematian 
Pajak, 

Departemen 

disampaikan secara 
Direktur Jenderal 
Kehakiman dan Hak 

(3) Barang atau uang milik Penanggung 
meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam 
keluarganya dengan tanda bukti penerimaan. 

Pajak yang disandera yang 
ayat (1) diserahkan kepada 

Pasal 13 

(1) Penanggung Pajak yang melarikan diri dari rumah tahanan negara 
dalam masa penyanderaan, disandera kembali berdasarkan Surat Perintah 
Penyanderaan yang dahulu diterbitkan terhadapnya, dengan kewajiban 
membayar biaya yang timbul karena pelarian tersebut. 

(2) Selama masa pelarian tersebut tidak dihitung sebagai masa 
penyanderaan. 

BAB IV 
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PENGHENTIAN PENYANDERAAN 

Pasal 14 

(1) Penanggung Pajak yang disandera dilepas dari rumah tahanan 
negara apabila rnernenuhi persyaratan sebagai berikut: 

a.Utang Pajak dan biaya penagihan pajak telah dibayar lunas; 

b.Jangka waktu yang d~tetapkan dalarn Surat Perintah Penyanderaan telah 
habis; 

c. Berdasarkan putusan pengadilan yang telah rnempunyai kekuatan hukum 
tetap; atau 

d.Berdasarkan pertirnbangan tertentu dari Menteri Keuangan 

(2) Persyaratan huruf (a) di atas berupa salinan atau fotokopi bukti 
pernbayaran/pelunasan utang pajak/biaya penagihan pajak lembar pertarna 
yang dilegalisasi oleh ternpat pernbayaran pajak yang bersangkutan. 

(3) Persyaratan huruf (c) di atas berupa salinan putusan pengadilan 
yang telah rnempunyai kekuatan hukum tetap yang dilegalisasi oleh 
pengadilan yang bersangkutan. 

(4) Persyaratan huruf (d) berupa Surat Rekomendasi/Surat 
Pemberitahuan Menteri Keuangan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan 
pertirnbangan: 

a. Penanggung Pajak sudah membayar utang pajak 50% atau lebih dari 
jumlah utang pajak/sisa utang pajak, dan sisanya akan dilunasi dengan 
angsuran; 

b.Penanggung Pajak sanggup melunasi utang pajak dengan menyerahkan bank 
garansi; 

c.Penanggung Pajak sanggup rnelunasi utang pajak dengan menyerahkan 
harta kekayaannya yang sama nilainya dengan u tang paj ak dan biaya 
penagihan pajak untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku; 

d.Penanggung Pajak telah berumur 75 tahun atau lebih; atau 

e.Untuk kepentingan perekonomian negara dan kepentingan urnum 

Pasal 15 

(1) Dalam hal Penanggung Pajak rnemenuhi kri teria sebagaimana 
dimaksud Pasal 14 ayat (4) di atas,Kepala Kantor menyampaikan 
usul/permohonan rekomendasi ke Menteri Keuangan melalui Direktur 
Jenderal Pajak u.p. Direktur Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan 
Pajak disertai fotokopi SSP/surat jaminan bank/surat pernyataan 
penyerahan harta kekayaan Penanggung Pajak dan dokumen atau keterangan 
lain yang berkaitan dengan usulan tersebut. 

(2) Direktur Jenderal Pajak u.p. Direktur Pemeriksaan, Penyidikan 
dan Penagihan Pajak setelah menerima rekomendasi/pemberitahuan tertulis 
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dari Menteri 
bersangkutan 
khusus. 

Keuangan segera rnengirimkannya kepada Kepala Kantor yang 
dengan kurir atau pos kilat tercatat atau pos kilat 

Pasal 16 

(1) Kepala Kantor wajib mernberitahukan secara tertulis dalam jangka 
waktu paling lama 24 jam kepada Kepala Rumah Tahanan Negara apabila 
Penanggung Pajak akan dilepas dari penyanderaan sejak diterirnanya salah 
satu persyaratan sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 14. 

(2) Bentuk surat pemberitahuan pelepasan 
dalam ayat (1) ditetapkan dalarn Lampiran 
Jenderal Pajak ini. 

Pasal 17 

sebagaimana yang dimaksud 
VIII Keputusan Direktur 

(1) Perhitungan dan penentuan tanggal 
yang disandera sebagairnana dirnaksud dalarn 
ditetapkan oleh Kepala Rumah Tahanan Negara. 

pelepasan 
Pasal 14 

Penanggung Pajak 
ayat (1) huruf b 

(2) Kepala Rumah Tahanan Negara 
tertulis kepada Kepala Kantor apabila 
telah dilepas dari penyanderaan. 

segera rnernberitahukan secara 
Penanggung Pajak yang disandera 

BAB V 
REHABILITASI NAMA BAIK 

PENANGGUNG PAJAK YANG DISANDERA 

Pasal 18 

(1) Penanggung Pajak yang disandera dapat mengajukan gugatan 
terhadap pelaksanaan penyanderaan hanya kepada Pengadilan Negeri 

(2) Gugatan Penanggung Pajak sebagaimana dirnaksud dalam ayat (1) di 
atas tidak dapat diajukan setelah masa penyanderaan berakhir. 

(3) Dalam hal gugatan Penanggung Pajak dikabulkan oleh pengadilan 
dan putusan pengadilan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, 
Penanggung Pajak dapat mengajukan permohonan rehabilitasi nama baik. 

Pasal 19 

(1) Permohonan rehabilitasi narna baik 
secara tertulis dalam bahasa Indonesia 
persyaratan sebagai berikut: 

a.Putusan Pengadilan; 

b.Surat Perintah Penyanderaan; dan 

Penanggung Pajak diajukan 
dan dilengkapi dengan 

c.Surat Pemberitahuan Pelepasan Penanggung Pajak yang disandera. 

(2) Rehabilitasi narna baik dilaksanakan oleh Kepala Kantor dalam 
bentuk 1 (satu) kali pengumurnan pad.a media cetak harian yang berskala 

nas ional /regional/ lokal dengan ukuran yang memadai , yang di lakukan 
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paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan 
Penanggung Pajak sebagaimana dirnaksud dalarn ayat (1). 

Pasal 20 

Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini rnulai berlaku pada tanggal 
ditetapkan. 

Agar setiap orang rnengetahuinya, mernerintahkan pengumuman Keputusan 
Direktur Jenderal Pajak ini dengan penernpatanny ... _ dalarn Berita Negara 
Republik Indonesia. 

Ditetapkan di 
pada tanggal 

DIREKTUR JENDERAL, 
ttd 

HADI POERNOMO 

Jakarta 
30 Juli 2003 
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Lampiranl 
Surat Edaran Ditjen Pajak 
Nomor : KEP-218/ PJ/1999 
T,mr,r;al : 30 luli 1999 

DEPARTEMEN KEUANGAl', REPUBUK INDONESlA 
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 

No. 

l..drr1pirct11 

Hal 

KANTOR WlLA YAH .. 
KAl\iTOR PELA YANAN PA)AK/PBB .... 

S- ..... 

1 (saiu) Set 
PP-r~nnh':1!1a1~ !Jin mtAakukcn pr-nyand~'tfnan 

Yth. Direktur )enderal Pajak 
u.p. Direktur Pemeriksaan Penyldikan dan Penagihan Pajak 

di Jakarta 

Tanggal 

Sehubungan dengan Pelaksanaan Pasal 33 Undang--Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan 
Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undanr, Nomor 19 Tahun 2000, 
dengan ini kami meni:;ajukan permohonan ijin melakukan penyanderaan terhadap Wajib Pajak/Penanggung 
Pajak (WP /PP) sebagai berikut: 

L IDENTITAS WP /PP 
1. Nama Wajib Pajak 
2. NPWP 
3. Alamat 
4. Nama Penanggung Jawah 
5. NPWP (jika ada) 
6. Alamat 
7. Jabil.tan 
8. Umur/Tanggal Lahir 
9. Jenis Kelamin 

10. Agama 
11. Kewarganegaraan 
12. Nomor 

II. ALASAN PENYANDERAAN 
1. Jumlah hutang pajak Rp .................. . 
2. Penerbitan Nomor :.. . ..... Tang,_~al: 

Diberitahukan kepada WP/PP Tanggal ........................ . 
3. Diragukan itikad baiknya dalam pelunasan pajak, antara lain: 

Berkenaan dengan hal tersebut, kdmi mengusulkan agar penyanderaan terhadap WP jPP yang namanya 
tercantum diatas dilaksanakan untuk .... hulan. 

Untuk memenuhi oersyaratan ijin penyanderaan. Bersama ini terlampir formulir dan dokumen 
pendukungnya sebagaimana dimaksud dtlam Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor : .................... . 
tanggal... . .. ten tang Pelunjuk dan Pelaksanaan Penyanderaan dan Pemberian Rehabilitasi Nama Baik 
Penanggung Pajak yang Disandera. 

Demikian disampaikan, apabi\a tidak berpendapat lain mohon dapat diproses lebih lanjut. 

Tembusan 
• Kepala Kantor Wilayah ...... , DJP 

Kepala Kantor KPP /KPPBB 

Nama .. 
NJP .. 
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N<ltna Wajib Prtjah 
NPIVP 
Alamat 
KPP/KPPBB 

1 D<lf!nr Rincian Tun1w,akan Pc1jilk 
I • 

LampirnnI 
Sum! Edaran Dirjen Pajak 
Nnmor . KEP -218/f'J/1999 

"l())nli~999 

I~ , STP 
Jumiah 

Pent1uranQ:dn 

55P \ 'rhK r SK Kc+ 
Jurnlah S<l]do 

Tunr~~;,1!-..1n 
l, .O. \ 

2. Upaya Hukum Yang dilakukan Waph Pajak/PP 
Jenis Non,or ! Putusan Keletanp;an 

Surat/ Tanggal 
Keberatan/PK I 
Banding i Kembali ke MA 

3. Tindakan Penagil1an Aktif 

No. Tindakan Penagihan Nomor /Tanggal Nomor Ketelapan Jumlah 
Ket. 

Tunggakan • 
1 2 3 4 5 6 
1. SuratTeguran 
2. SuratPaksa 
3. SPMP 
4. Pengumunan Lelang 
5. Le!ang 
6. Pencegahan 

) 
' 

! 
' 
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Limpiran lT 
Sumi Edaran DitjPn Pajak 
\irrnwr KEP-218/P]/1999 

DEPARTEME~, KEl}A!\iGAN REPUBLIK lNDONESlA 
DTREKTORAT jENDERAL PAJAK 
KANTOR PELAYA~AN PAJAK/PBS 

P<'• 
ti1nbrtnp_Jtn 

D,hd' 

Untuk 

SURAT PERINTAH PENYANDERAAN 
NO.· 

L ntuk k(•p,~nhngr,1, r(,•ntttiihan paiak dai<ln1 ran1~k.d 1nt•nv;,p11? 1kiln pt>neriinaan kt.~uangan 
'-'")',df" pe>rlu dilakuk,m peny,mdera,in 
L Pasal 33 Undani;~Undang Nomor 19 tahun 1997 sebagaiman<1 telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 Tenlang Penai;ihan Pajak Dengan Surat Paksa; 
2. PPraturan Pemerintah Nomor 137 tahu.n 2000 tentang Tempat dan Tata Cara 

Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggunr, Pajak, dan Pemlwrian Ganti Rugi 
Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa; 

3 Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menleri Kehakiman dan Hdk Asasi Manusia 
nomor: M--02.llM.09.01 Tahun 2003 dan Nomor: 294/KMK.03/2003 tany.,gal 25 Juni 2003 

4. Surat Paksa Nomor . .. .... Tanggal ....... , dan Berita 
Acara Pemberilahuan Surat Paksa Nomor .Tanggal 

::,. Surat izin penyanderaan d<1Ci Menteri Keuangan Nomor 
.. Tanggal. 

DIPERINT AHKA N 

1. Nama/NlP 
Panr,kal 
Jabatan ]urusita Pajak 

2. Nama/NlP 
Pangkat 
Jabatan 

3. Nama/NW 
Pangkat 
Jabatan 

] . a. Melakukan Penyanderaan Pajak dengan Identitas sebagai berikut: 
Nama 
Tempat/Tanggal Lahir 
Alamat 
Pekerjaan 
Kewarganegaraan 
Agama 

h. Penyanderadn dilakukan dengan alasan Penanggung Pajak mempunyai utang pajak 
sehesar Rp ........................... . 

c. Pe1tyanderaan dilakukan untuk bulan ........................... dan Penanggung Paiak 
ditempalkan di ....................... . 

2. Membuat Berild Acara Pelaksanaan Penyanderaan pada saal Penangf,Ung Pajak diternpatkan 
di lempat penyandernan/ rumah tahanan negara. 

Dikeluarkan di : 
Pada tanggal 
Kepala Kantor Pelayan,m Pajak/PBB 

Nama .. 
NIP ...... . 
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Pada hari ini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . tanggal ..... . 
Penanr,gung Pajak yang disandera. 

'Y<lllt:
1 

\h~nt~rtn,a/ Pvrhutggung 

Pd.\i1i, \·,)ng D!'.°'-and('rd 

. .... Sura! Perintah Penyanderaan kepada 
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Lilmpirdn Ill 
Sum! Edaran Dirjen Pajak 
"<01nor • KEP-2.1R/P!/199Y 

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBUK INDONESIA 
DIREKTORA T JENDERAL PA} AK 

30 Juli 19'19 

KANTOR WILA YAH .............................................................. . 
KANTOR PELA YANAN PAJAK/PBB ................................................... . 

5 

P1_•,..n1ifll.<\dn B~1n!i.1\i.!-._ Hnt;~~- f.:l.-·n<➔ q~.i: .. ~p 
P<'nanv,ung Pajak \"dH)!, ak,rn Disan,\\'frl 

ya,~?, Melari.kan Diri atau BerSf'mbunvi. 

Yth. Kepald Kepolisidn Resort .. 
di 

Sehubungan dengan Pelaksandao Pasal 33 Uodang-Und<1ng Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan 
Pajak dengan Sura! Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan llndang:Undang Nomor 19 Tahun 2000, 
telah diterbitkan Surat Perintah Penyanderaan oleh K,rntor Pelayanan Pajak / Kantor Pelayanan PBB Nomor 

. tanr;gal . kepada )urusita Pajak alas nama: 

Nama/NJP 
Pangkat/ golongan 
Jabatan 
Urut Kerja 
Alamat Kantor 

Jurusita Pajak 

Mengingat Penangr;ung Pajak yang akan disandera tidak dapat ditemukan karena melarikan diri atau 
bersembunyi, dengllil ini kami mohon bantuan Saudara untuk melakukan penangkapan terhadap Penanggung 
Pajak dengan ldentitas sebagai berikut: 

Nama WajibPajak 
NPWP 
Alamat 
Nama PenanggungJawan 
NPWP (jika ada) 
Alamat 
Jahatan 
Omur/Tanggal Lahir 
Jenis Kelamin 
Agama 
Kewarganegarnan 
Nomor ldentitas 
(KTP /SlM/Paspor) 

Dengan demikian, alas kerjasamanya diucapkan terimakasih. 

Tc-mbt,san: 

- Kepald Kantor Wildyah. .... DJP 

Kepala Kantor KPP /KPPBB 

Nama 
NIP 
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Lampiran lV 
Surat Edaran Dirjf'n Pajak 
"-'onH.>r . KEP -218/P\/l'J'N 

1.0 !u!i 199<.l 

DEPARTF\1EN KEUANGAN REPUBLIK INDONESJA 
DlREKTORAT JENDERAL PAJAK 

KANTOR WILAYAH .............................................................. . 
KANTOR PELA YANAN PAJAK/PBB ................................................... . 

No. 

Lan1p1)<11·1 

1-1.!l 

S-

l {,dill) St>l 
Pc·rn1.Jn1~\1n R-(;pt11.-H1 

P('laksanaan PPll\'nndt'rann 

Yth. Kepdla Kepolisian RPsorl 
di 

5Phubungan dPngan PPlaksan<1<1n Pas<1l 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan 
Pajak dengan Surat Paksa sehag.,imanil telah diuhah lerakhir denp;an Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, 
dengan ini kilmi mohon bantuan Saudara kepdda Jurusi\a alas nama: 

Narna/NIP 
Pangkat/ golongan 
Jabatan 
Unit Kerja 
Alamat Kantor 
Nomor/Tanggal Surat Perintah 
Peny anderaa n 

)urusi!..a 

untuk melakukan penyanderaan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dengan identitas sebagai berikut: 

Nama Wajib Pajak 
NPWP 
Alamat 
Nama PenanggungJawab 
NPWP (jika ada) 
Alamat 
Jabatan 
Umur/Tanggal Lahir 
Jenis KP!amin 
Agama 
Kewarganegaraan 
Numor ldenlitas 
(KTP /SIM/Paspor) 

Demikian disampaikan, alas kerjasamanya diucapkan. lerimakasih. 

Tembusan: 
- Kepala Kantor Wilayah DJP 

Kepala Kantor KPP/KPPBB 

Nam,i 
NIP. 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENYANDERAAN (GIJZELING) SEBAGAI... WULANDARI SAPUTRI



Lampiran V 
Surat Eda ran Dirjrn Paiak 
\10111<\f KEP ·-'.'.18/P)/1'-JY'J 

BERITA ACARA PELAKSANAAN PENYANDERAAN 
NOMOR. 

Pada hari ini ...... tanggal .. . ........ bulan ... tahun alas 
kekuatan Surat PPrintah Penyanderaan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Nomor 

.. lanr;i:al ... , yanr, lwrtind"k untuk dan att,s nama Prcmerintah 
Repuhlik lndnm,sia Jalam mcrnilib kanJor dmnisilinya di 
\'('rdasarkiin Surat Paks;, ,·,ing dik.f'luarkar Nnmor 
m,ika savd, .lurusila Pdj<1k 
Nama 
Umur 
NIP 
Pangkat 
Jabatan :Jurusita Pajak pada KPP /KPPBB ... 
NPWP (jika ada} 
Alamat tempat ti.nggal 

Dengan dibantu 2 (dua) orang saksi Warga Negara Indonesia yang l<'lah mencapui usia 21 (dua puluh 
satu) tahun a tau IPlah dt>wasa dan dapal dipercaya, yaitu: 
1. Nama/NlP 

llmur 
Pangkat 
Jabi!tan/ Pek!'rjaan 
Alamat 

2. Nama/NIP 
Umur 
Pangkat 
Jahatan/Pekerjaan 
Alamat 

telah melakukan penyanderaan terhadap Penanggung Pajak: 

Nama 
Tempat/Tanggal Lahir 
Alamat 
Pekerjaart 
Kewarganegaraan 
Agama 

di........ . .... karena Wajib Pajak mempunyai utang paja.k sebesar Rp .. 
dan. Penanggung Pajak diragukan itikad baiknya dalam pelunasan ulang pajak 

Salimm Berita Ac,ua in.i disampaikan kepada Kepa]a tempat penyander;ian/ nmrnh tahanan negarn, 
PeMnggung Pajak yang bersa.ngkuta.n, Bupati/ Walikota. 

P"nangunj', Pajak 

Kepala tempat penyanc!!'nrnn • 
rumah tah.anan nep,ara 

Jurusita Pajak 

NIP 
Saksi • 

l. 

2. 
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Lautpirnn VI 
Sumi Edarnn Dirjt>n Pajak 
~hin,>r • KEP -218/Pli199Y 

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBl.IK lNDONESL'\ 
DIREKTORA T JENDERAL PAJAK 

KANTOR WIL.\ YAH .............................................................. . 
KANTOR PELA YANAN PAJAK/PAJAK BUMI DAN BANGUNAN .................................. . 

SURATlZiN KlJNJUNGAN PENANGGUNG PAJAK YANG DISANDER,\ 
Sural No1nPr • 

Namd 
NIP 
Alamat kantor 
Jahatan :Ka KPP_IKPPBB 

Berdasarkan Sural Permohondn 

dengan ini kami memberikan izin kunjungan kepada: 

Nama 
No. KTP/SIM/Pasp<>r 
Alamal 
Huhungan d€'ni;an PP 
NPWP (jika ada) 
Tanggal 
Jam ..... s/d ........ . 

Terhadap Penanr,gung Pajak yang disandera: 

Nama 
No. Surat 
Penyanderaan 
Nama Rutan 

Perintah: ........ . 

Tanggal Masuk Rutan 
Alamat Rutan 

Nomor 

Demiki,m izin kunjungan ini diberikan unluk digunakan dengan seperlunya. 

..... Tdnggal 

Kt>pala Kantor KPP/KPPBB 

Nama. 
NIP. 
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Lampir,mVTI 
Surat Eda ran Dirjen Pajak 
'.'Joinnr • KEP -21tl/PJ/19Y9 

· ,o lt1li l999 

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBL!K INDONFSlA 
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 

KANTOR WILAYAH .............................................................. . 
KANTOR PELAYANA.N PAJAK/PAJAK BUMI DAN BANG UN AN .................................. . 

SURAT IZlN RU MAH SAKlT DILUAR RUTAN 
TERHADAPPENANGGUNG PAJAK YANG D!S.l\!\'DERA 
Surdl Nom,ir: 

Yitn)', herlitnd.i lnnp1,n dih,nvah ini: 

Nama 
NW 
Alamal kantor 
Jabatan :Ka KPP / KPPBB 

Berdasarkdo Surd!. Keterangan Dokter: 

Nama/NlP 
/abatan 
UnitKerjci 
Alamat Kantor 

Memberikan izin untuk di rumah sakil 
... sampai dengan .......... . 

Nama 
No. Surat Perintah: 
Penyanderaan 
Nama Rutan 
Tangg11J Masu.k Rutan 
Alamat Rutan 

selama . 
.. lerhade1p Penanggung Pajak: 

Demikian surat izin ini diberikan untuk digunakan dengan seperlunya. 

.hari sejak 
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LampiranVUI 
Surat Edaran Dirjt•n Pajak 
'\omm KEP-218/PJ/1999 

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 

• 10 Juli 1999 

KANTOR WILAYAH .............................................................. . 
KANTOR PELA YANAN PAJAK/PAJAK BUMI DAN BANGUNAN .................................. . 

L.11npirrt11 i \'>dlu)Sel 
H.t~ P('rnhc·rH1'\hthH~ unhd~ P<•h·ra~dn 

Pc·nanr,gung Paj<1k yang disandera 

Yth. Kepala Rumah Tahanan J\;pg;irn 

di 

Tanggal 

Sehubungan dengan Pelaksdnaan Pasal 33 Undang-Und,mg Nomor 19 Tahun 1997 tenlang Penagihan 
Pajak dengan Surc1! Paksa sebagaimana telah diubah terakhir den!';illl Llndang-Undang Nomor 19 Ta hun 2000, 
dengan ini dilwritahukan kepada Sdudara Lmtuk melepaskan Penanggung P,tjak yang disandera dengan 
identitas sebagai berikut: 

Nama Wajib Pajak 
NPWP 
Alamat 
Nama PPnanggung: ... 
Jawab 
NPWP (jika ada) 
Alamat 
Jabatan 
Umur/Tanggal 
Lahir 
Jen.is Kela min 
Agama 
Kewarganegaraan ........ . 
Nomor Identitas ...... . 
(KTP /SIM/Paspor) 
No. Surat Perintah: ... 
Pf'nyanderaan 
'-i1asa 
Peny,mdnaan 
TPmpat :RUTAN 
Pf'nyandPTaan 
Alamat Tempat: ........ . 
Penyan<lernan 

Bahwa Penanggung Pajak dapat dilepas dengan alasan telah memenuhi persyaratdn sebagai berikut: 
a. Utang pajak dan biaya penagihan pajak telah dibayar lunas. 
b. Janp;ka waktu dalam Surat Perintah Penyanderaan telah dipenuhi. 
c BerdasarJ.:,,111 putusan pengadil,rn yang telah mempunyai kekuat,rn hukum telap, alau, 
d. Berdasarkan pertimbangan tertentu dari Menteri Keuanganatau Gubernur. 

Demikian disampaikan, Alas kerjasamanya diucapkan lerirna kasih. 

Kepala K,mtor KPP/KPPBB 

Nama .. . 
N[P ... . 
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Tembusan: 
Kepala Kantor Wilayah .. ..DJP 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENYANDERAAN (GIJZELING) SEBAGAI... WULANDARI SAPUTRI


	HALAMAN JUDUL
	DAFTAR ISI
	BAB I
	BAB II
	BAB III
	BAB IV
	DAFTAR PUSTAKA
	LAMPIRAN

